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ABSTRAK 

 Nur Hasanah Syahr. Pemberdayaaan Petani Penggarap Melalui Skema 

Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru 
Kecamatan Sinjai Tengah). Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, 

Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) 

Sinjai, 2025. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya penyelesaian konflik 

yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan 

Sinjai Tengah. (2) Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama 

pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. Subyek 

dari penelitian ini adalah petani penggarap, pemilik lahan, dan Kepala Desa Baru. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Obyek 

penelitian ini adalah pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama yang 

adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan lahan pertanian. Adapun teknik 

pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan model analisis intraktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konflik antara petani 

penggarap dan pemilik lahan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan 

gaya kompromi dan kolaboratif. Namun demikian, tidak adanya skema kerja sama 

yang baku dan tertulis menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban, sehingga 

konflik serupa berpotensi terus berulang. Dalam konteks ini, konsep muzara’ah 

dalam ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif yang relevan. Muzara’ah 

merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan 

sistem bagi hasil yang diatur secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, 

keadilan dalam pembagian hasil, dan tanggung jawab yang seimbang, petani 

penggarap dapat diberdayakan secara ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat 

ketahanan hubungan kerja sama di tingkat desa. Dengan demikian, pemberdayaan 

petani penggarap melalui skema muzara’ah tidak hanya dapat mencegah konflik, 

tetapi juga mendorong terciptanya pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan 

dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan, Penggarap, Kerja Sama, Keadilan, Muzara’ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang paling sempurna di dunia karena 

memberikan panduan yang menyeluruh mengenai tata cara berperilaku untuk 

mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an 

adalah kitab suci yang utuh dan lengkap, berisi berbagai ajaran seperti 

perintah, larangan, ancaman, serta janji-janji dari Allah SWT. yang diturunkan 

kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. (Rahmah et al., 2020). 

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an berperan penting dalam membimbing 

manusia menuju jalan yang benar agar dapat meraih surga-Nya di kehidupan 

yang kekal. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah 

persoalan ekonomi, termasuk dalam hal kerja sama pengolahan yang adil. 

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam 

perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Bagi sebagian besar 

masyarakat desa, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai mata pencaharian 

utama, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan budaya yang telah 

diwariskan secara turun-temurun (Idris et al., 2024). Salah satu desa yang 

masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian adalah Desa 

Baru yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Di desa ini, 

mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan 

maupun sebagai petani penggarap. 

Petani penggarap merupakan kelompok masyarakat yang mengelola 

lahan milik orang lain untuk ditanami dan hasilnya dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam 

praktiknya, kerja sama ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak 

memiliki lahan tetapi ingin tetap produktif di sektor pertanian. Sayangnya, 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara 

pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru seringkali menimbulkan 
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berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja 

sama yang tidak jelas. 

Fenomena yang sering terjadi adalah perjanjian kerja sama antara 

pemilik lahan dan petani penggarap hanya dilakukan secara lisan tanpa ada 

kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak 

secara rinci. Akibatnya, banyak terjadi ketidaksesuaian antara harapan petani 

penggarap dan pemilik lahan, terutama dalam hal pembagian hasil panen, 

tanggung jawab biaya produksi, pengelolaan lahan, serta waktu berakhirnya 

kerja sama. Kondisi ini kerap menimbulkan perselisihan yang tidak hanya 

merugikan petani penggarap, tetapi juga berpotensi mengganggu 

keharmonisan hubungan sosial antarwarga di Desa Baru. 

Selain masalah perjanjian yang tidak jelas, posisi petani penggarap 

dalam hubungan kerja sama ini juga sering kali lemah. Karena tidak memiliki 

lahan sendiri, petani penggarap biasanya tidak memiliki kekuatan tawar yang 

cukup untuk menentukan syarat-syarat kerja sama yang adil. Mereka lebih 

sering menerima keputusan sepihak dari pemilik lahan tanpa bisa memberikan 

masukan ataupun keberatan. Situasi ini berdampak pada rendahnya 

kesejahteraan petani penggarap, ketidakpastian dalam pengelolaan usaha tani, 

serta menurunnya semangat kerja petani dalam mengelola lahan yang bukan 

miliknya (Hesthria & Pajaria, 2023). 

Permasalahan ini jika dibiarkan berlarut-larut tidak hanya akan 

merugikan petani penggarap, tetapi juga pemilik lahan, karena konflik yang 

terjadi dapat berdampak negatif terhadap hasil produksi pertanian dan 

hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem 

kerja sama yang adil dan berkelanjutan, di mana hak dan kewajiban kedua 

belah pihak diatur dengan jelas dan disepakati bersama. Skema kerja sama 

semacam ini tidak hanya akan meminimalisir potensi konflik, tetapi juga dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Kerja sama dalam bentuk bagi hasil pertanian seperti ini 

termasuk dalam kategori Musyarakah atau Mudzara„ah yang diatur prinsipnya 

dalam syariat Islam.  
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Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui 

pemberdayaan petani penggarap. Pemberdayaan di sini tidak hanya dimaknai 

sebagai bantuan materi atau pelatihan teknis, tetapi juga dalam bentuk 

peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban dan penyusunan perjanjian 

kerja sama yang adil dan tertulis. Dengan adanya skema kerja sama 

pengolahan lahan yang adil dan berkelanjutan, diharapkan hubungan antara 

pemilik lahan dan petani penggarap dapat berjalan harmonis, saling 

menguntungkan, dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Petani Penggarap 

Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi 

Kasus di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah)”. Penelitian ini dilakukan 

untuk memberi solusi berupa skema kerja sama yang adil dan berkelanjutan 

untuk meminimalisir adanya konflik antara pemilik lahan dan petani 

penggarap di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pemerintah desa, lembaga pertanian, serta masyarakat setempat dalam 

merancang dan menerapkan sistem kerja sama pertanian yang lebih baik di 

masa mendatang.  

B. Batasan Masalah 

Ruang lingkup Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja 

sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan, yaitu: 

1. Objek penelitian dibatasi pada hubungan kerja sama antara petani 

penggarap dan pemilik lahan dalam pengelolaan lahan pertanian. 

2. Penelitian hanya akan membahas tentang sistem perjanjian kerja sama yang 

berlaku serta permasalahan yang timbul akibat ketidakjelasan isi perjanjian 

tersebut. 

3. Penelitian dibatasi pada upaya pemberdayaan petani penggarap dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut melalui skema kerja sama 
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yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam 

ajaran Islam. 

Dari batasan masalah di atas, masalah yang akan difokuskan dalam 

penelitian ini adalah persoalan penyelesaian konflik yang terjadi akibat 

ketidakjelasan isi perjanjian kerja sama antara petani penggarap dan pemilik 

lahan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani 

penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah? 

2. Bagaimana pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama 

pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai 

Tengah? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani 

penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. 

2. Untuk mengetahui pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja 

sama pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai 

Tengah. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis (Ilmiah) 

a. Memberi sumbangan keilmuan di bidang ilmu Ekonomi Syariah. 

b. Sebagai referensi akan penelitian selanjutnya mengenai Pemberdayaan 

Petani Penggarap Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil Dan 

Berkelanjutan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan pertanian 

melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan. 

b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca mengenai pengolahan sawah yang adil dan berkelanjutan
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian 

dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, 

terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian 

terus berkembang sampai saat ini. (Binti Kholifah, 2019). Konsep 

pemberdayaan yang lahir dari pemikiran masyarakat Barat sejak dekade 

1970-an memiliki kontribusi penting dalam mengubah paradigma 

pembangunan, konsep ini relevan untuk diterapkan dalam konteks 

pembangunan di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap nilai budaya dan 

kondisi sosial masyarakat setempat. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan 

mengembangkan peluang, dorongan, serta kemampuan masyarakat agar 

mampu memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya. (Endah et al., 

2020) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan 

kemampuan individu, tetapi juga pada penguatan kelompok dan 

kelembagaan sosial di masyarakat. Proses ini menekankan pentingnya 

kerja sama, solidaritas, dan kepercayaan antaranggota masyarakat agar 

tujuan bersama dapat tercapai. 

Pemberdayaan petani penggarap merupakan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan petani yang 

mengelola lahan milik orang lain. Petani penggarap sering menghadapi 

keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, serta pasar, sehingga 

memerlukan dukungan yang berkelanjutan. (Sumandiyar et al., 2025). 

Dengan adanya pemberdayaan, petani penggarap diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan, memiliki posisi tawar yang 

lebih baik, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 
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2. Manajemen Konflik 

a. Pengertian Konflik 

Teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial bukanlah 

hasil dari penyesuaian nilai-nilai yang berkembang, melainkan muncul 

karena adanya pertentangan yang kemudian menghasilkan berbagai 

bentuk kompromi yang berbeda dari keadaan sebelumnya. (Shofirah et 

al., 2023). Teori konflik adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan 

dalam masyarakat tidak selalu terjadi dengan cara yang damai dan 

melalui kesepakatan nilai-nilai bersama. Sebaliknya, perubahan sosial 

sering muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar individu atau 

kelompok yang memicu terjadinya konflik. Konflik ini kemudian 

mendorong terciptanya kompromi atau aturan baru yang berbeda dari 

keadaan sebelumnya. Teori ini juga menyoroti bahwa ketimpangan 

kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat menjadi penyebab utama 

munculnya konflik yang akhirnya menghasilkan perubahan. 

Konflik adalah situasi ketika dua pihak atau lebih, baik itu 

individu maupun kelompok, mengalami perbedaan pendapat, 

kepentingan, atau tujuan yang menimbulkan ketegangan atau 

pertentangan. Konflik bisa muncul karena adanya perbedaan pandangan, 

nilai, harapan, atau keinginan yang saling bertolak belakang. Dalam 

kehidupan sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap 

orang atau kelompok pasti memiliki kepentingan dan cara pandang yang 

berbeda-beda.  

Untuk memahami konflik secara lebih mendalam, penting untuk 

memperhatikan beberapa aspek utama. Pertama, konflik melibatkan 

setidaknya dua pihak dalam situasi konfrontatif, baik itu individu, 

kelompok, atau bahkan negara. Selain itu, konflik timbul karena adanya 

perbedaan pandangan, nilai, kepentingan, atau tujuan antar pihak yang 

terlibat, baik dalam ranah pribadi, sosial, politik, maupun ekonomi 

(Khovivah et al., 2024). 
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b. Jenis-jenis Konflik 

Konflik merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari interaksi 

sosial dan dapat terjadi dalam beragam bentuk serta situasi. Berikut ini 

beberapa jenis konflik yang dapat muncul (Akbar et al., 2024). 

1) Konflik Interpersonal, merupakan konflik yang terjadi antara individu 

dalam suatu kelompok, seperti di antara teman, kolega, atau sesama 

rekan kerja. 

2) Konflik Intrapersonal, jenis konflik ini dialami oleh individu secara 

internal, yakni pertentangan batin dalam diri seseorang. Konflik ini 

muncul ketika seseorang menghadapi kebutuhan atau keinginan yang 

saling bertentangan dan tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. 

3) Konflik Antarpribadi, terjadi antara individu dengan kelompok atau 

lembaga tertentu, contohnya antara seorang pegawai dengan instansi 

pemerintah atau antara warga negara dengan otoritas negara. 

4) Konflik Sosial, merupakan konflik yang melibatkan kelompok-

kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan dan pertentangan 

antar suku, agama, ras, maupun kelompok sosial lainnya. 

5) Konflik Keluarga, konflik yang muncul dalam lingkup keluarga atau 

rumah tangga, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, perbedaan 

pendapat, atau persoalan hak waris. 

Dalam sektor pertanian, ada beberapa jenis konflik yang juga biasa 

terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan, yaitu: 

1) Konflik ekonomi, biasa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan 

terkait pembagian hasil panen atau biaya operasional pertanian. 

2) Konflik hak atas lahan, misalnya saat kepemilikan atau hak 

penguasaan lahan menjadi perdebatan. 

3) Konflik sosial dan budaya, yang biasa disebabkan oleh perbedaan 

latar belakang sosial, adat istiadat atau kebiasaan antara pemilik lahan 

dan penggarap. 
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c. Teori Manajemen Konflik 

Thomas dan Kilmann mengidentifikasi lima gaya dalam 

manajemen konflik (Thomas & Kilmann, 2008), yaitu:  

1) Competing (Bersaing): Menekankan pencapaian tujuan sendiri tanpa 

memperhatikan kepentingan pihak lain. Cocok digunakan saat 

keputusan harus diambil cepat atau ketika tindakan tidak populer harus 

dilakukan. 

2) Collaborating (Kolaborasi): Mengutamakan kerja sama antara pihak-

pihak yang berkonflik untuk mencari solusi win-win. Pendekatan ini 

berusaha memenuhi kepentingan semua pihak. 

3) Compromising (Kompromi): Kedua belah pihak saling memberikan 

dan menerima konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama. 

4) Avoiding (Menghindar): Mengabaikan atau menunda konflik tanpa 

mencoba menyelesaikannya. Biasanya dipilih ketika masalah dianggap 

sepele atau waktu tidak memungkinkan. 

5) Accommodating (Mengalah): Mengorbankan kepentingan diri sendiri 

untuk memenuhi keinginan pihak lain, biasanya demi menjaga 

hubungan baik. 

d. Faktor Penyebab Konflik 

Ada beberapa yang menyebabkan adanya konflik, yaitu: (Sari & 

Putra, 2021) 

1) Perbedaan Kepentingan  

Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan, kepentingan, dan 

kebutuhan yang berbeda, sehingga ketika keinginan tersebut 

bertabrakan atau saling bertentangan, konflik sangat mungkin terjadi. 

Perbedaan ini bisa terkait dengan sumber daya, posisi sosial, atau 

aspirasi yang ingin dicapai. 

2) Perbedaan Nilai dan Norma Sosial 

Nilai atau prinsip hidup yang tidak sejalan bisa menimbulkan 

benturan. Nilai, kepercayaan, atau prinsip hidup yang dianut oleh 
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individu atau kelompok yang tidak sejalan dapat menimbulkan 

benturan atau ketegangan. Ketika norma sosial yang dijunjung tinggi 

berbeda, maka cara pandang dan perilaku pun bisa bertentangan, 

sehingga memicu terjadinya konflik dalam interaksi sosial. 

3) Komunikasi yang Buruk / Salah Paham  

Komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi pemicu munculnya 

konflik antar pihak, salah pengertian antara pihak-pihak yang 

berinteraksi. Ketika komunikasi tidak efektif, kesalah pahaman mudah 

terjadi dan dapat memicu ketegangan atau konflik yang 

berkepanjangan. 

4) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi 

Perbedaan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan memicu 

kecemburuan. Perbedaan yang mencolok dalam status sosial, 

distribusi kekayaan, atau akses terhadap kekuasaan sering kali 

memicu rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Ketimpangan ini 

dapat menimbulkan frustrasi dan konflik antara kelompok yang 

merasa dirugikan dengan kelompok yang lebih beruntung. 

5) Persaingan Memperebutkan Sumber Daya 

Memperebutkan sesuatu yang terbatas, seperti pekerjaan, tanah, atau 

kekuasaan sering kali menimbulkan persaingan sengit antarindividu 

atau kelompok. Ketika sumber daya tersebut tidak cukup untuk 

semua, konflik pun mudah terjadi karena masing-masing pihak ingin 

mempertahankan atau mendapatkan bagian yang diinginkan. 

 

3. Konflik dalam Islam 

Dalam Islam, konflik dipandang sebagai keadaan dinamika 

kehidupan bersosial. Islam memberikan panduan kepada umatnya dalam 

menyelesaikan berbagai bentuk konflik, baik yang terjadi dalam kehidupan 

individu, sosial, maupun di lingkungan masyarakat. Ajaran tentang 

penyelesaian konflik ini telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an yang 

diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjadi teladan dalam 
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menyikapi beragam permasalahan sosial pada masanya. Salah satu metode 

penyelesaian konflik yang dianjurkan dalam Islam adalah melalui proses 

negosiasi atau perundingan, yaitu dengan cara bermusyawarah, berdialog 

secara terbuka, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak 

sehingga tercipta kesepakatan yang adil dan damai.  Islam memberikan 

tuntunan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, sebagaimana 

tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur‟an yang diwahyukan kepada Rasulullah 

SAW. Umat Islam dapat meneladani langkah-langkah beliau dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya melalui pendekatan 

negosiasi atau perundingan (Na‟im, 2021) 

Setiap permasalahan pada dasarnya memiliki jalan keluar, begitu 

pula dengan konflik. Konflik bukanlah sesuatu yang tak dapat diatasi, 

melainkan dapat dikelola melalui berbagai pendekatan. Jika dikelola 

dengan tepat, konflik tidak akan berujung pada perpecahan atau 

permusuhan, melainkan justru dapat menjadi sumber kekuatan dan 

pendorong kemajuan. Islam sendiri memandang konflik sebagai bagian 

dari dinamika kehidupan yang dapat diselesaikan dengan cara-cara yang 

bijaksana (Kholifah, 2019) 

Dalam kondisi tertentu, Islam juga menganjurkan adanya peran 

pihak ketiga yang bersikap netral untuk menjadi penengah atau mediator 

dalam konflik. Prinsip utama yang ditekankan dalam Islam adalah 

menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, umat 

Islam dianjurkan untuk selalu memaafkan, memperbaiki hubungan, dan 

menjaga persaudaraan setelah konflik diselesaikan. Penyelesaian konflik 

dalam Islam bukan hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga 

memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kehidupan yang lebih 

harmonis di tengah masyarakat (Thoha Hamim, 2021) 

4. Kerja sama dalam Islam dan Konvensional 

Kerja sama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu 

kelompok sehingga terdapat hubungan  erat  antar  tugas  pekerjaan  
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anggota  kelompok  lain  serta  penyelesainnya (Haryanti, 2020). Kerja 

sama adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih 

yang saling berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam proses ini, masing-

masing pihak berkontribusi melalui pembagian peran, tugas, dan tanggung 

jawab yang telah disepakati. Kerja sama mencerminkan adanya kesadaran 

kolektif, komunikasi yang efektif, serta semangat saling mendukung untuk 

menciptakan hasil yang lebih optimal dan harmonis dibandingkan jika 

dilakukan secara individu, serta adanya kesepakatan yang saling 

menguntungkan. 

Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang didasari rasa 

tanggung jawab, saling menghormati, saling tolong-menolong, serta 

memiliki tujuan yang sejalan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota 

memiliki tugas dan peran masing-masing yang harus dijalankan secara 

jujur dan adil. Selain itu, komunikasi yang terjaga dengan baik sangat 

penting agar proses kerja berlangsung lancar dan hasil yang dicapai 

optimal. Bentuk kerja sama harus memiliki tujuan, pembagian tugas, 

aturan, dan kesepakatan yang tegas sejak awal, sehingga setiap pihak yang 

terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan 

adanya kejelasan ini, kerja sama dapat berjalan lebih efektif, menghindari 

kesalahpahaman, dan mencapai hasil yang diharapkan. 

Sikap adil dalam sebuah kerja sama sangat penting agar 

lingkungan kerja tetap harmonis, nyaman, dan penuh kepercayaan antar 

anggota. Selain itu, keadilan dalam kerja sama membantu mencegah 

timbulnya konflik, rasa iri, maupun ketidaksetaraan dalam kelompok. 

Dengan adanya keadilan, setiap anggota merasa dihormati dan termotivasi 

untuk menjalankan tugas bersama dengan baik. Kerja sama yang adil 

tercermin dari pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-

masing, kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk menyampaikan 

pendapat, serta pembagian hasil yang proporsional berdasarkan kontribusi 

yang diberikan.  
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a. Kerja Sama dalam Islam 

1) Pengertian Kerja sama dalam Islam 

Konsep kerja sama dalam Islam bersifat bagi hasil serta 

bagi rugi, keuntungan dalam konsep kerja sama tergantung dengan 

hasil usaha, keuntungan maupun kerugian konsep kerja sama 

berdasarkan untung dan ruginya proses usaha dengan perhitungan 

presentasi masing-masing modal atau kesepakatan (Mukhlas, 

2021). Kerja sama dalam Islam dikenal dengan istilah ta'awun, 

yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama dalam hal yang 

memberi manfaat, menghindari kemudaratan, serta berdasarkan 

prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan saling menguntungkan 

(Puspitasari, 2022). 

Kerja sama dalam Islam merupakan aktivitas saling 

membantu antar individu dalam perkara yang positif dan 

membawa manfaat. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk 

saling mendukung, bekerja sama, serta berbagi tugas demi meraih 

tujuan yang baik. Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini wajib 

dilandasi dengan kejujuran, keadilan, dan tidak boleh merugikan 

pihak mana pun. Kerja sama yang baik adalah bentuk 

kebersamaan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang 

dilakukan dengan saling membantu, saling menghargai, berbagi 

tugas, dan bertanggung jawab, agar tujuan bersama bisa tercapai 

dengan cara yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. 

Dalam konteks Islam, kerja sama yang baik juga harus sesuai 

dengan aturan syariat, hanya dalam hal-hal yang bermanfaat dan 

tidak mengandung unsur dosa atau kemaksiatan. 

Kerja sama di bidang pertanian adalah kegiatan saling 

membantu dan bekerja bersama antar petani atau kelompok tani 

dalam mengelola lahan, menanam, merawat, dan memanen hasil 

pertanian untuk mencapai hasil yang lebih baik dan 
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menguntungkan semua pihak. Kerja sama di bidang pertanian 

dalam ekonomi Islam terbagi atas tiga bentuk akad, yakni 

Muzara’ah, Mukhabarah, dan Musaqah. Letak pembeda diantara 

ketiganya ialah pada benih. Musaqah dan muzaraah benih yang 

ditanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih 

yang ditanam berasal dari petani penggarap (Hamid & Yuha, 

2021). 

2) Landasan Kerja sama dalam Islam 

Kerja sama dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-

Qur‟an dan Hadis, Berikut diantaranya: 

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:  

ى قْوّٰ ِوَالْعُدْوَانِِِۖ  ...وَتَ عَاوَنُ وْاِعَلَىِالْبِِِّوَالت َّ ثِْْ هَِۖ  وَلََِتَ عَاوَنُ وْاِعَلَىِالَِْ اِنِّۖ  وَات َّقُواِاللّّٰ
هَِ ِ(5ِ:2َِ)ِالمائۤدة/٢الْعِقَابِِِشَدِيْدُِاللّّٰ

Terjemahan: 

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2) 

Dari ayat diatas bermakna bahwa manusia harus tolong 

menolong dalam mengerjakan kebaikan atau bertakwa kepada 

Allah SWT. kemudian tidak tolong menolong dalam hal yang yang 

buruk atau yang dapat menimbulkan dosa karena akan mendapat 

siksaan dari-Nya. Tolong menolong disini dapat dipergunakan 

dalam bekerja sama sebagai penggarap lahan kita bisa saling 

membantu, dimana pemilik lahan dibantu oleh penggarap untuk 

mendapatkan hasil dari lahannya tanpa harus bekerja kemudian 

bagi sang penggarap juga terbantu karena mendapatkan pekerjaan 

untuk  menafkahi keluarganya. 
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Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: 

ِصَلَّىِاللَّهُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِبَ عَثَِمُعَاذًاِوَأبَاَِمُوسَىِإِلََِالْيَمَنِِقَالَِ ِالنَّبَِّ رَِِأَنَّ يَسِّ
رَاِوَتَطاَوَعَاِوَلََِتََْتَلِِ رَاِوَلََِتُ نَ فِّ رَا وَبَشِّ  وَلََِتُ عَسِّ

Terjemahan: 

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz dan Abu 

Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah 

(urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan 

membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian 
berdua dan jangan berselisih". (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadits ini sangat penting dalam membangun hubungan 

sosial dan kerja sama, termasuk dalam konteks kerja sama 

pertanian. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas yang 

melibatkan kepentingan bersama, seperti kerja sama antara pemilik 

lahan dan petani penggarap, haruslah dilandasi prinsip saling 

memudahkan, memberi harapan, dan menjaga keharmonisan. Hal 

ini sejalan dengan konsep pemberdayaan petani melalui kerja sama 

yang adil dan berkelanjutan, di mana masing-masing pihak 

diharapkan saling mendukung tanpa memberatkan. Dengan 

demikian, sistem kerja sama yang lebih terstruktur dapat menjadi 

solusi alternatif untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan 

seimbang. 

3) Bentuk-bentuk Kerja sama dalam Islam 

Dalam Islam, kerja sama sangat dianjurkan untuk 

membantu sesama dalam hal kebaikan, adapun beberapa bentu 

kerja sama dalam Islam adalah sebagai berikut: 

a) Muzara’ah (Kerja sama Pertanian) 

Secara etimologis, muzara’ah berasal dari kata zara’a 

yang berarti menanam atau bercocok tanam. Selain itu, 

terdapat pula makna lain yang berasal dari ungkapan tharhu 

az-zur’ah, yang berarti melemparkan atau menabur benih ke 
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tanah. Jika ditinjau secara hakiki, muzara’ah mengacu pada 

proses pengelolaan lahan pertanian atau kegiatan penanaman 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan 

menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Dalam konteks 

muamalah, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan 

bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam 

bidang pertanian, di mana hasil panen akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. (Luthfi & 

Anggraini, 2023).  

Muzara’ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik 

lahan dan penggarap, di mana pemilik menyerahkan lahannya 

untuk dikelola oleh penggarap, dan sebagai imbalannya, hasil 

panen akan dibagi sesuai kesepakatan. Muzara’ah berarti akad 

untuk bercocok tanam. Maksudnya, ini adalah bentuk kerja 

sama di bidang pertanian, di mana si pemilik lahan 

menyediakan tanah, sementara penggarap biasanya yang 

menyiapkan benih dan tenaga kerja. Akad ini umumnya 

dipakai untuk jenis tanaman yang benihnya tergolong murah 

dan mudah didapat, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan 

sejenisnya. 

b) Mudharabah (Kerja sama Modal dan Tenaga) 

Istilah bagi hasil berasal dari bahasa Arab 

mudharabah, yang secara bahasa bermakna potongan, 

berjalan, atau bepergian. Dalam praktiknya, mudharabah 

adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal 

menyerahkan dana kepada pengelola usaha, dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian 

awal (Rahman, 2020). Mudharabah adalah bentuk kerja sama 

bisnis dalam Islam di mana satu pihak menyediakan modal 

(investor) dan pihak lain menjalankan usaha (pengelola). 

Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan 
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bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab 

pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh 

kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola. 

c) Musyarakah (Kerja sama Modal) 

Secara bahasa, musyarakah berarti percampuran antara 

satu harta dengan harta lainnya hingga keduanya tidak dapat 

dibedakan. Sementara itu, secara istilah, para ulama fikih 

memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan 

musyarakah, tergantung pada pendekatan dan konteks yang 

digunakan dalam kajian mereka. Menurut ulama Hanafi, 

musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu 

dalam modal dan keuntungan (Islami, 2021).  Musyarakah 

juga bisa diartikan bentuk kerja sama usaha dalam Islam yang 

melibatkan dua pihak atau lebih dengan cara menggabungkan 

modal. Usaha tersebut bisa dijalankan bersama atau dikelola 

oleh salah satu pihak. Nantinya, keuntungan dan kerugian 

dibagi berdasarkan kesepakatan awal atau sesuai porsi modal 

masing-masing. 

b. Kerja sama Konvensional 

Kerja sama secara konvensional adalah bentuk hubungan atau 

perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya 

keuntungan ekonomi, dengan berpedoman pada hukum dan ketentuan 

umum yang berlaku di masyarakat tanpa terikat oleh prinsip-prinsip 

syariah atau aturan agama tertentu (Halugoro, 2018). Dalam kerja sama 

konvensional, semua ketentuan, hak, kewajiban, serta pembagian hasil 

disepakati secara fleksibel oleh para pihak sesuai kebutuhan dan 

kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum 

negara. 

Kerja sama konvensional bersifat legal formal dan lebih 

berorientasi pada keuntungan ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam 
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kerja sama ini, seperti pembagian hasil, tanggung jawab, serta jangka 

waktu, diatur dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan 

bersama tanpa harus mempertimbangkan ketentuan halal-haram atau 

aspek keadilan menurut syariat. Praktik kerja sama konvensional 

banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk usaha 

patungan (joint venture), kerja sama dagang, kontrak proyek, maupun 

waralaba (Harahap, 2019).  

Adapun ciri- ciri kerja sama konvensional (Moekjit, 2022), 

yaitu: 

1) Berorientasi pada keuntungan finansial. 

2) Perjanjian bersifat fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. 

3) Tidak terikat aturan syariah, sehingga boleh mengandung 

bunga (interest), spekulasi, ataupun unsur ketidakpastian. 

4) Bersifat legal formal sesuai hukum negara. 

5) Umumnya dituangkan dalam kontrak tertulis sebagai dasar 

hukum. 

Meski telah berlangsung lama, sistem kerja sama 

konvensional ini memiliki beberapa kelemahan mendasar (Sutaryo, 

2018), di antaranya: 

1) Tidak Ada Kepastian Hukum 

Karena umumnya hanya berupa kesepakatan lisan, kerja 

sama konvensional tidak memiliki kekuatan hukum yang 

kuat. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan saat terjadi 

masalah seperti gagal panen, perubahan pembagian hasil, 

atau pengakhiran kerja sama secara sepihak. 

2) Rawan Ketidakadilan dalam Pembagian Hasil 

Pembagian hasil panen dalam sistem konvensional sering 

kali ditentukan sepihak oleh pemilik lahan atau 

berdasarkan kebiasaan lama tanpa mempertimbangkan 
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besarnya kontribusi tenaga, biaya produksi, maupun risiko 

yang ditanggung petani penggarap. 

3) Pembagian Risiko Tidak Jelas 

Dalam kerja sama konvensional, risiko gagal panen atau 

kerugian umumnya lebih besar ditanggung oleh petani 

penggarap. Pemilik lahan cenderung hanya menunggu hasil 

tanpa ikut serta dalam proses atau biaya produksi. 

4) Minimnya Perlindungan Bagi Petani Penggarap 

Karena tidak adanya perjanjian tertulis dan payung hukum 

yang jelas, petani penggarap memiliki posisi tawar yang 

lemah. Mereka bisa diberhentikan sewaktu-waktu tanpa 

kompensasi ataupun perlindungan social. 

5) Berpotensi Menimbulkan Konflik Sosial 

Ketidakjelasan aturan dalam kerja sama konvensional bias 

memicu konflik antar individu maupun kelompok di 

masyarakat desa, apalagi saat panen berhasil besar atau 

ketika terjadi gagal panen. 

6) Tidak Mendorong Pemberdayaan Petani 

Kerja sama konvensional cenderung bersifat pragmatis 

jangka pendek, tanpa upaya peningkatan kapasitas, 

pelatihan, atau akses petani terhadap teknologi, modal, 

maupun pasar. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ririn Lestari, pada tahun 2023, dengan 

judul “Pengaruh Sistem Muzara‟ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani 

di Desa Kalero Kecamatan Kajuara”. Hasil Penelitian ini menunujukkan 

bahwa: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem Muzara‟ah pada 

penelitian ini berpengaruh terhadap pendapatan petani. Hal tersebut 

dibuktikan dari uji T parsial output SPSS “Coefficients” yang mempunyai 

nilai thitung sebesar 5,131. Karena nilai thitung 5,131> ttabel 1,690 maka 
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dapat disimpulkan bahwa sistem Muzara‟h berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan petani di desa kalero kecematan kajuara. Hal ini 

dapat dilihat bahwa sistem muzara‟ah memiliki proporsi pengaruh 

terhadap pendapatan petani sebesar 44%. kerja sama yang dilakukan 

dalam pengelolaan lahan ini adalah kerja muzara‟ah dimana pemilik lahan 

menyerahkan lahanya kepada penggarap untuk dikelola. Dengan akad ini 

penggarap bertanggung jawab atas lahan yang diberikan oleh pemilik 

lahan. Dari kerja sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai 

dengan kesepakatan yang di lakukan dengan pemilik lahan. Dari kerja 

sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan 

yang dilakukan dengan pemilik lahan. Penggarap memiliki kinerja yang 

tangguh terhadap vi pelaksanaan kriteria keberhasilan tanaman itu 

dilakukan atas nilai-nilai kesabaran dan senantiasa bertawakkal kepada 

Allah SWT (Lestari, 2023). Adapun persamaan dari kedua peneltian ini 

adalah terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu para petani 

penggarap yang bekerja mengelola lahan pertanian melalui sistem kerja 

sama dengan pemilik lahan. Selain itu, kedua penelitian juga berada 

dalam kajian ekonomi pertanian atau ekonomi syariah yang membahas 

hubungan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian serta dampaknya 

terhadap kondisi ekonomi petani. Meskipun memiliki kesamaan dalam 

objek kajian, kedua penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa 

perbedaan yang cukup jelas, penelitian penulis lebih menitik beratkan 

pada aspek pemberdayaan petani serta bagaimana penerapan kerja sama 

yang adil dan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian petani penggarap sedangkan penelitian Ririn Lestari lebih 

menekankan pada analisis hubungan antara penerapan sistem muzara‟ah 

dengan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh petani. 

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhlisyah, pada tahun 2021, dengan 

judul  “Sistem Kerjasama Petani Sawah di Desa Sappa Kabupaten Wajo 

serta Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap 

(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa: 1) Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap telah 

berlangsung sejak lama secara turun-temurun, dengan kesepakatan yang 

dibuat secara lisan dan didasari oleh rasa saling percaya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masing-masing. Sistem yang digunakan adalah sistem 

bagi hasil, di mana benih ditanggung oleh penggarap. 2) Sistem kerja 

sama ini telah membawa dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan 

petani penggarap, yang terlihat dari meningkatnya kondisi ekonomi 

mereka, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan 

dan pakaian. 3) Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerja 

sama pertanian yang dilakukan di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, 

diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam 

syariat Islam (Muhlisyah, 2021). Adapun persamaan penelitian ini adalah 

kedua penelitian ini membahas tentang kerjasama petani penggarap sawah 

dan upaya peningkatan kesejahteraan mereka melalui sistem kerjasama 

tertentu dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya 

terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian di Desa 

Sappa Kabupaten Wajo lebih menitikberatkan pada analisis sistem 

kerjasama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, menilai apakah praktik 

yang berjalan sesuai prinsip syariah.  

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Anista Rahmawati, pada tahun 2023, 

dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Terhadap 

Peningkatan Penghasilan Ekonomi Buruh Tani Karet Di Desa Kahuripan 

Jaya Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji 

T parsial, diketahui bahwa variabel bagi hasil (X1) memiliki nilai T 

hitung sebesar 2,646 yang lebih besar dari T tabel 1,665, dengan nilai 

signifikansi 0,01 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel penghasilan ekonomi (Y), 

sehingga hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa bagi hasil 

memiliki pengaruh positif terhadap penghasilan ekonomi.  Diperoleh nilai 

F hitung sebesar 463,239 yang lebih besar dari F tabel 3,124. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua variabel independen, yaitu bagi hasil dan 
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muzara’ah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen penghasilan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis nol (H₀ ) 

ditolak dan hipotesis alternatif (Hₐ) diterima (Rahmawati, 2023). Adapun 

persamaan dan perbedaannya, persamaannya adalah kedua penelitian ini 

memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi, terutama mengenai 

bagaimana akad muzara’ah memengaruhi pendapatan pihak-pihak yang 

terlibat. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Anista Rahmawati 

secara spesifik meneliti pengaruh sistem bagi hasil muzara’ah terhadap 

peningkatan penghasilan buruh tani karet, berfokus pada dampak ekonomi 

langsung terhadap buruh tani.  

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajrul, pada tahun 2024, 

dengan judul “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat 

Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dijalankan oleh masyarakat 

setempat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, terutama 

semangat tolong-menolong yang mempererat hubungan antara pemilik 

lahan dan penggarap. Hal ini terlihat dari kondisi di mana sebagian 

masyarakat tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk 

mengelolanya, sementara di sisi lain terdapat pemilik lahan yang tidak 

mampu mengelola lahannya sendiri karena luasnya lahan atau karena 

keterbatasan usia dan kondisi kesehatan. Dalam praktiknya, sistem 

muzara’ah yang diterapkan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip 

syariat Islam dalam hal pembagian hasil. Namun, kelemahan masih 

terlihat pada aspek jangka waktu kerja sama yang tidak ditentukan secara 

jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan di kemudian hari 

(Fajrul, 2024). Persamaan kedua penelitian terletak pada topik yang sama, 

yaitu membahas akad muzara’ah antara petani penggarap dan pemilik 

lahan, menggunakan metode kualitatif, serta bertujuan memahami 

penerapan sistem muzara’ah dan dampaknya terhadap kesejahteraan 

petani. Perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Muhammad 
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Fajrul menitikberatkan pada sistem pembagian hasil di Desa Sengka, 

Gowa, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti aspek pemberdayaan 

petani di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah. Perbedaan lokasi juga 

memengaruhi hasil karena latar sosial, ekonomi, dan budaya masing-

masing wilayah. 

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Iis, pada tahun 2019, dengan judul 

“Peran Petani Padi Dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Di 

Desa Lalong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani padi 

memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di 

tingkat lokal. Namun, sebagian petani di Desa Lalong masih hidup dalam 

kondisi kemiskinan. Contohnya adalah Bapak Nurdin, seorang petani 

dengan lahan sawah kurang dari satu hektar yang dikelola sendiri. Karena 

luas lahan yang terbatas dan hasil panen yang rendah, kondisi ekonomi 

Bapak Nurdin masih tergolong sangat miskin. Hal serupa juga dialami 

oleh Bapak Anjas, seorang buruh tani yang penghasilannya berasal dari 

upah kerja di sawah. Karena upah yang diterima tidak mencukupi, Bapak 

Anjas sering mencari pekerjaan tambahan di luar musim panen untuk 

menambah penghasilan. Berdasarkan kondisi tersebut, status ekonomi 

Bapak Anjas juga masih dikategorikan miskin (Iis, 2019). Kedua 

penelitian memiliki kesamaan dalam fokus pemberdayaan petani dan 

pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, serta menekankan pentingnya 

peran aktif petani dalam menciptakan sistem pertanian yang adil dan 

partisipatif. Persamaannya terletak pada pendekatan lokal untuk 

mengatasi ketimpangan dan memperkuat posisi petani. Perbedaannya, 

penelitian di Desa Lalong menyoroti peran petani padi dalam 

pembangunan desa secara menyeluruh, sedangkan penelitian di Desa Baru 

lebih fokus pada sistem kerja sama lahan melalui akad muzara’ah yang 

adil dan berkelanjutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi 

kasus. Secara etimologis, istilah studi kasus berasal dari bahasa Inggris 

“case study” atau “case studies”. Menurut Horby, kata “case” dalam 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary memiliki beberapa makna, yaitu: 

1) situasi tertentu atau tipe situasi khusus, contohnya dalam beberapa 

kasus, seseorang harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan 

janji temu; 2) keadaan yang sebenarnya (actual state of affairs); dan 3) 

suatu kondisi yang berkaitan dengan individu atau objek tertentu (a 

situation that relates to a particular person or thing). (Ridlo, 2023). 

Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan untuk 

memahami secara mendalam suatu situasi tertentu yang berkaitan dengan 

individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Studi kasus dapat dimaknai 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau permasalahan yang 

spesifik, yang biasanya berfokus pada satu objek atau unit tertentu dengan 

tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi atau 

dinamika yang terjadi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode ini sering disebut juga sebagai pendekatan naturalistik 

karena dilakukan dalam situasi yang alami atau sesuai dengan kondisi 

nyata di lapangan. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai etnografi, 

karena pada awalnya banyak diterapkan dalam penelitian antropologi 

budaya. Disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan serta 

proses analisisnya bersifat deskriptif dan non-numerik, lebih menekankan 
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pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti 

(Sugiyono, 2019). 

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang 

didasarkan pada paradigma postpositivisme, yang digunakan untuk 

meneliti objek dalam kondisi yang alami sebagaimana adanya. Dalam 

metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara teknik 

pengumpulan data dilakukan secara kombinatif atau triangulasi. Proses 

analisis datanya bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan penekanan utama 

pada makna dari temuan yang diperoleh, bukan pada generalisasi secara 

luas (Abdussamad, 2021). 

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam skripsi yang berjudul “Pemberdayaan 

Petani Penggarap Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil dan 

Berkelanjutan (Studi Kasus Di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah)” 

merupakan uraian mengenai konsep-konsep utama yang digunakan sebagai 

acuan dalam mengukur variabel penelitian. Berikut adalah definisi operasional 

yang digunakan: 

1. Pemberdayaan petani penggarap  

Pemberdayaan petani penggarap adalah upaya sistematis untuk 

meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani penggarap dalam 

mengelola lahan pertanian. 

2. Skema kerja sama pengolahan  

Skema kerja sama pengolahan adalah model kemitraan antara petani 

penggarap dengan pemilik lahan. 

3. Pengolahan adil dan berkelanjutan  

Pengolahan adil dan berkelanjutan adalah proses pengelolaan lahan 

pertanian yang memperhatikan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan.  
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Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan batasan yang 

jelas dalam penelitian serta memastikan konsistensi pemahaman dalam 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Baru, Kecamatan Sinjai 

Tengah, Kabupaten Sinjai. Adapun alasan memilih lokasi ini selain 

peneliti memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi wilayahnya dan 

juga berasal dari desa tersebut yaitu peneliti merasa tertarik ingin 

mengetahui bagaimana Pemberdayaan petani penggarap melalui skema 

kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan (Studi kasus di Desa Baru 

Kecamatan Sinjai Tengah) yang sama sekali belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

2. Waktu Penelitian 

Alokasi waktu penelitian tentang Pemberdayaan petani penggarap 

melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan (Studi kasus 

di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah), dilakukan mulai dari tanggal 21 

Oktober 2024 sampai dengan bulan Juli 2025. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek dalam penelitian ini mencakup individu, tempat, atau objek 

yang diamati guna mengetahui jenis akad yang diterapkan antara pemilik 

lahan dan petani penggarap. Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan 

skripsi ini sebanyak 7 orang, yakni 3 orang petani pemilik lahan, 3 orang 

petani penggarap, serta Kepala Desa Baru sebagai pihak yang memiliki 

peran penting dalam konteks kerja sama pertanian di wilayah tersebut. 

2. Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti disini adalah Pemberdayaan petani 

penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan 

(Studi kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan 

atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan (Mania, 2008). Oleh karena itu, observasi digunakan sebagai 

cara untuk memperoleh data yang akurat mengenai perilaku nyata dari 

objek yang diteliti. Melalui proses ini, peneliti dapat memahami dinamika 

kehidupan sosial secara lebih mendalam, sesuatu yang mungkin sulit 

diperoleh melalui metode lain. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan 

oleh penulis dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan situasi di 

lokasi penelitian, yaitu di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, 

Kabupaten Sinjai. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau 

lebih yang biasanya dilakukan secara langsung (tatap muka), di mana salah 

satu pihak bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan pihak lainnya 

sebagai narasumber (interviewee). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

memperoleh informasi atau mengumpulkan data yang relevan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. (Fadhallah, 2021). Peneliti menggunakan 

metode wawancara ini untuk mengumpulkan data terkait objek penelitian, 

pihak yang diwawancarai adalah petani penggarap dan pemilik lahan di 

Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, 

laporan, notulen rapat, catatan harian, dan dokumen lainnya yang memuat 

informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini membantu 

memperoleh data secara tidak langsung melalui jejak tertulis yang relevan 

dengan topik penelitian. (Abubakar, 2021). Adapun metode dokumentasi 

yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah foto saat melakukan wawancara 
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dan data penduduk serta petani yang ada di Desa Baru Kecamatan Sinjai 

Tengah Kabupaten Sinjai, yang kemudian dilampirkan pada bagian 

lampiran sebagai bahan pendukung penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara 

serta daftar pertanyaan yang disiapkan penulis untuk mendapatkan informasi 

dari responden. Adapun instrumen penelitian yang dapat digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan 

data melalui pengamatan langsung di lapangan, guna memperoleh 

gambaran nyata terhadap kondisi objek yang diteliti. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan panduan berisi rangkaian pertanyaan 

yang disusun untuk menggali informasi mengenai Pemberdayaan 

petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan yang adil dan 

berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. 

3. Alat Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan bantuan 

perangkat elektronik berupa kamera, yang digunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan selama proses penelitian tentang 

Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan 

adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. 

 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data atau validitas data merupakan proses untuk 

memastikan bahwa informasi yang diamati dan dikumpulkan oleh peneliti 

benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian. Tujuannya 

adalah untuk menjamin bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas yang 

ada di lapangan. 
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Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik 

triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas data diartikan sebagai 

proses verifikasi atau pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber, 

metode, dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta 

triangulasi waktu untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang 

diperoleh (Zaini et al., 2023). 

1. Triangulasi Sumber 

Trigulasi sumber untuk memeriksa keandalan data dilakukan 

dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Trigulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu dapat memengaruhi kredibilitas data. Misalnya, wawancara 

yang dilakukan di pagi hari saat narasumber masih segar cenderung 

menghasilkan data yang lebih valid. Untuk memeriksa keabsahan data, 

dilakukan verifikasi melalui wawancara, observasi, atau metode lain 

pada waktu dan situasi berbeda. Jika terdapat perbedaan data, pengujian 

diulang beberapa kali hingga diperoleh hasil yang konsisten. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan mencakup model Miles and 

Huberman (Interactive Model) dalam penelitian kualitatif mencakup bagian 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (Anggito, 2018). Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Collection data mencakup pengumpulan data kualitatif dengan 

memanfaatkan beragam metode, antara lain observasi, wawancara 



30 
 

 
 

mendalam, studi dokumentasi, serta pencatatan lapangan. Proses 

pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan selama seluruh tahapan 

penelitian. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses menyaring dan memusatkan 

perhatian pada penyederhanaan, peringkasan, serta pengolahan data 

mentah yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, sehingga menjadi 

informasi yang lebih terstruktur dan bermakna untuk dianalisis lebih 

lanjut. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta 

memberikan tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis 

data yang membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pada tahap ini, peneliti 

tidak hanya menarik kesimpulan, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap 

temuan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari 

makna dari data yang diperoleh, mengidentifikasi pola, hubungan sebab-

akibat, kemungkinan konfigurasi, serta merumuskan proposisi atau 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Baru 

Desa Baru dulunya merupakan bagian dari Akkarungeng Ba'nyira, 

wilayah kekuasaan kecil yang dipimpin seorang Arung, di bawah naungan 

Kerajaan Manimpahoi, salah satu dari tujuh kerajaan dataran tinggi dalam 

federasi Pitu Limpoe di Sinjai sebelum kemerdekaan. 

Pitu Limpoe terdiri dari keturunan tujuh bersaudara berdarah 

Bugis, Makassar, dan Sinjai. Mereka adalah hasil pernikahan antara 

bangsawan Tallo (Makassar) dan To Manurung dari Turungeng (Sinjai), 

lalu menyebar mendirikan kerajaan masing-masing. Raja Manimpahoi 

satu-satunya yang menggunakan bahasa Bugis, sementara enam lainnya 

berbahasa Konjo atau Makassar, mencerminkan pengaruh geografis dan 

budaya. 

Akkarungeng Ba'nyira sendiri terletak di lereng perbukitan selatan 

wilayah Manimpahoi, terdiri atas sejumlah perkampungan kecil 

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Baru sejak awal dibentuk 

No Nama Tahun 

1 Andi Muh. Hasan Pakerra 1962-1976 

2 Andi Muh. Ali Mappima 1976-1987 

3 Andi Takbir Paduppa (Pelaksana Tugas/Camat) 1987-1990 

4 Andi Abdul Majid, S.H 1990-2008 

5 Drs. Andi Nasrullah 2008-2013 

6 Andi Asfar Hasan (Pelaksana Tugas) 2013-2015 

7 Andi Abdul Majid, S.H 2015-2021 

8 Muh. Jufri, S.Sos. (Pelaksana Tugas/Camat) 2021-2022 

9 Muhlis, S.Pd., M.M 2022-Sekarang 

(Sumber: Kantor Desa baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, 

2025) 
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 Tabel 4.1 memuat daftar nama-nama Kepala Desa Baru yang 

memerintah sejak awal dibentuk sampai sekarang. 

2. Kondisi Geografis Desa Baru 

Desa Baru terletak di kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, 

Provisinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berada di daerah perbukitan dengan 

ketinggian antara 2.000 hingga 3.000 meter diatas permukaan laut. Secara 

geografis, Desa Baru memiliki luas wilayah sekitar 359 hektar, yang 

sebagiam besar merupakan daerah perbukitan dan perkebunan. Secara 

administratif, Desa Baru terbagi menjadi 11 RT dan 5 RW yang tersebar di 

4 Dusun.  

a. Batasan wilayah Desa Baru 

Adapun batas-batas wilayah Desa Baru, yaitu: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kanrung, Kecamatan 

Sinjai Tengah. 

2) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Saotengah, Kecamatan 

Sinjai Tengah. 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Talle, Kecamatan Sinjai 

Selatan. 

4) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saotanre, Kecamatan 

Sinjai Tengah. 

b. Visi dan Misi Desa Baru 

Adapun visi dan misi Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah adalah: 

1) Visi 

“Datang dengan solusi untuk pembangunan Desa Baru 

yang berkelanjutan” 

2) Misi 

a) Mewujudkan pemerintah yang bersih, adil, transparan dan 

keterbukaan informasi publik (Digitalisasi). 

b) Pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi lestari untuk 

lebih produktif. 
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c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengembangan peternakan sapi, pertanian, perkebunan, 

perikanan dan industri rumah tangga. 

d) Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan 

yang adil dan merata. 

e) Tunjangan bidang keagamaan, pelayanan ambulance gratis, 

dan bantuan pembayaran PBB (Penerima KIS & KIP). 

f) Pengembangan  sarana olahraga, wisata desa, literasi dan 

keterampilan kreativitas pemuda. 

g) Bantuan pendidikan masuk pesantren dan perguruan tinggi, 

serta kesejahteraan guru PAUD. 

 (Kantor Desa baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 

Sinjai, 2025) 

3. Penduduk 

Berdasarkan data laporan kependudukan yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari kantor Desa Baru, jumlah total penduduk di Desa 

Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak  2.122 

jiwa. Jumlah tersebut tersebar dalam 220 kepala keluarga (KK), dengan 

rincian 1.075 jiwa laki-laki dan 1.047 jiwa perempuan, Seluruh penduduk 

ini terbagi ke dalam empat wilayah dusun, diantaranya Dusun Bongki, 

Dusun Banyira, Dusun Lopi dan Dusun Bua. (Kantor Desa baru 

Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, 2025) 

4. Pertanian 

Desa Baru memiliki total luas wilayah yang terdiri dari berbagai 

jenis lahan, Lebih dari 60% warga berprofesi sebagai petani dan peternak. 

Selebihnya adalah pedagang, professional, karyawan, pegawai negeri sipil, 

wirausaha dan lainnya. 

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang perekonomian 

masyarakat Desa Baru. Luas lahan pertanian di desa ini terbagi atas 153 

hektare lahan persawahan, 681 hektare lahan perkebunan, serta 24 hektare 
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hutan rakyat. Ketiga jenis lahan ini secara kolektif menjadi sumber 

penghidupan mayoritas penduduk desa. 

Lahan persawahan dimanfaatkan untuk menanam padi dan 

berbagai jenis palawija. Komoditas utama yang dihasilkan mencakup 

jagung, kacang tanah, ubi kayu, cabai, timun, dan kacang panjang. Di luar 

itu, beberapa jenis tanaman lain juga dibudidayakan, meskipun dalam 

skala terbatas. Produktivitas dari sawah ini tidak hanya memenuhi 

kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga turut menyokong pasar 

lokal. 

Dengan struktur pertanian yang cukup beragam dan luas lahan 

yang potensial, Desa Baru menunjukkan karakter sebagai desa agraris 

yang kaya sumber daya dan memiliki peluang besar dalam pengembangan 

sektor pertanian berkelanjutan. 

Daftar nama masyarakat yang terlibat dalam kerja sama sistem bagi 

hasil, baik dari petani penggarap maupun pemilik lahan, dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Daftar nama responden Penggarap dan Pemilik Lahan 

No Nama Keterangan 

1 Muhlis, S.Pd.,M.M Kepala Desa 

2 Syamsuddin Petani Penggarap 

3 Rusli Petani Penggarap 

4 Supriadi Petani Penggarap 

5 Sakka Pemilik Lahan 

6 Agus Salim Pemilik Lahan 

7 Andi Rosmiati Pemilik Lahan 

Tabel 4.2 memuat daftar 7 responden yang terlibat pada kerja sama 

pertanian di Desa Baru, yang terdiri dari 3 petani penggarap dan 3 pemilik 

lahan serta Kepala Desa Baru. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Upaya Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Antara Petani Penggarap dan 

Pemilik Lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah 

Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan 

sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa 

perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan 

kompromi-kompromi berbeda dengan kondisi sebelumnya (Shofirah et al., 

2023). 

Konflik dalam pelaksanaan kerja sama antara petani penggarap 

dengan pemilik lahan seringkali menjadi persoalan yang muncul di tengah 

masyarakat, khususnya ketika kesepakatan kerja sama tidak diatur secara 

jelas sejak awal. Persoalan ini biasanya dipicu oleh perbedaan persepsi 

terkait pembagian hasil panen, tanggung jawab atas biaya produksi, durasi 

penggarapan, atau pengelolaan lahan setelah panen. Ketidakseimbangan 

informasi, komunikasi yang kurang terbuka, serta ketiadaan perjanjian 

tertulis semakin memperbesar potensi terjadinya perselisihan. 

Konflik semacam ini bisa berdampak negatif, baik secara sosial 

maupun ekonomi. Hubungan baik antara pemilik lahan dan petani 

penggarap bisa terganggu, bahkan memicu ketegangan di lingkungan 

sekitar, apalagi di desa yang masyarakatnya masih hidup berdampingan 

secara erat. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk 

menyusun perjanjian kerja sama yang adil, transparan, dan disepakati 

bersama, baik secara lisan maupun tulisan, lebih idealnya, dalam bentuk 

tertulis yang diakui secara hukum atau adat setempat. Dengan begitu, 

setiap pihak memahami batasan dan haknya masing-masing, sehingga 

potensi konflik dapat diminimalisir.  

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa: 

“Ada konflik soal biaya pupuk dan hasil panen, sempat juga saya 

berhenti menggarap lahannya, tapi setelah kami berbicara kembali 

akhirnya mempercayakan kembali kepada saya (Syamsudin, 

2025).” 
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Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani 

penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Pernah sekali terjadi, masalahnya karena tidak sepaham masalah 

bagi hasilnya. Kalau ada masalah begitu, biasanya kami bicara 

baik-baik sampai masalah bisa selesai (Rusli, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa: 

“Pernah saya cekcok soal harga gabah waktu panen karena harga 

yang murah dan saya merasa tidak cocok dengan yang saya 

dapatkan, biasanya kami selesaikan dengan musyawarah (Supriadi, 

2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa konflik antara petani 

penggarap dan pemilik lahan kerap terjadi, terutama terkait biaya produksi, 

pembagian hasil panen, dan harga jual gabah saat panen. Meskipun sempat 

menimbulkan ketegangan hingga ada yang berhenti menggarap lahan, 

konflik tersebut umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi 

langsung dan musyawarah, sehingga kerja sama bisa dilanjutkan kembali 

dengan saling percaya. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 

“Yang sering bikin masalah itu soal hasil panen, terus siapa yang 

tanggung pupuk (Sakka, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Biasanya yang bikin susah itu kalau hasil panen yang kurang, 

dimana penggarap juga maunya dapat penghasilan yang sama 

sementara hasilnya kurang (Agus Salim, 2025).” 
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Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga 

merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yang mengatakan bahwa:  

“Kendalanya itu biasanya soal hasil panen, kalau hasil panennya 

jelek, tapi penggarap tetap minta bagian seperti biasa kami juga 

merasa tidak adil dengan hasil seperti itu. Kadang juga soal 

komunikasi, dimana kadang susah diajak bermusyawarah kalau 

sudah beda pendapat (Andi Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan kembali permasalahan yang sering muncul dalam kerja sama 

antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah soal pembagian hasil 

panen, terutama saat hasil panen sedikit atau jelek, karena penggarap tetap 

menginginkan bagian seperti biasanya. Selain itu, biaya pupuk dan 

produksi sering menjadi sumber konflik, serta kadang terjadi kendala 

komunikasi ketika terjadi perbedaan pendapat, sehingga musyawarah 

menjadi sulit dilakukan.  

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa: 

“Pernah, memang ada beberapa kasus perselisihan, biasanya soal 

pembagian hasil atau soal batas waktu penggarapan lahan. Kalau 

sudah begitu, kami coba cari jalan tengah supaya tidak ada yang 

merasa dirugikan. Dan Alhamdulillah selama ini bisa diselesaikan 

secara kekeluargaan (Muhlis, 2025).” 

Perselisihan dalam kerja sama pengelolaan lahan, seperti soal 

pembagian hasil dan batas waktu penggarapan, memang pernah terjadi. 

Jika muncul konflik, pemerintah desa biasanya memediasi kedua pihak di 

kantor desa untuk mencari jalan tengah. Selama ini, persoalan tersebut 

dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. 

Seringkali dalam pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan 

petani penggarap, muncul berbagai kendala atau hambatan yang dirasakan 

oleh kedua belah pihak. Hambatan tersebut biasanya berkaitan dengan 

ketidakjelasan aturan kerja sama, terutama terkait pembagian hasil, siapa 

yang menanggung biaya produksi, serta kesepakatan mengenai harga jual 
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hasil panen. Kurangnya perjanjian tertulis membuat kesepakatan seringkali 

hanya didasarkan pada ingatan dan kepercayaan secara lisan, sehingga 

rawan menimbulkan perbedaan persepsi atau bahkan konflik. 

Selain itu, ketidakstabilan harga pasar, risiko gagal panen, serta 

minimnya dukungan dari pemerintah atau kelompok tani, menjadi faktor 

tambahan yang memperbesar tantangan dalam kerja sama ini. Petani 

penggarap seringkali merasa terbebani karena harus menanggung ongkos 

produksi sendiri, sementara hasil panen dibagi dengan pemilik lahan tanpa 

mempertimbangkan biaya dan risiko yang sudah mereka keluarkan. Situasi 

ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang berpotensi memicu ketegangan, 

meskipun pada akhirnya biasanya diselesaikan melalui musyawarah secara 

kekeluargaan. 

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem kerja sama yang 

lebih jelas, transparan, dan adil, baik melalui pembuatan perjanjian tertulis 

maupun dengan memperkuat komunikasi antara pemilik lahan dan petani 

penggarap, agar kerja sama dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa: 

“Kendalanya biasa soal pupuk dan pengairan kalau musim 

kemarau (Syamsudin, 2025).” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani 

penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Kadang kami susah soal biaya pupuk dan racun hama untuk 

lahannya, cara mengatasinya yaitu kami hanya bilang saja ke 

pemilik lahan sesuai dengan keadaan lahannya (Rusli, 2025).” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa: 

“Kadang hasil panen jelek, pemilik lahan juga tidak mau tahu soal 

biaya. Cara mengatasinya itu jika memang kami tidak ada biaya 
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kami biasa meminjam kemudian dibayar ketika selesai panen 

(Supriadi, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa kendala yang sering 

dihadapi petani penggarap adalah kesulitan biaya untuk pupuk, pengairan 

saat musim kemarau, dan pembelian racun hama, terutama ketika hasil 

panen buruk. Pemilik lahan seringkali tidak ikut menanggung biaya 

tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, petani biasanya berkomunikasi 

langsung dengan pemilik lahan atau meminjam biaya produksi terlebih 

dahulu dan membayarnya setelah panen selesai. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 

“Pernah berselisish paham soal siapa yang menanggung biaya 

pengeluaran seperti pupuk karena kebetulan kali itu pupuk sangat 

mahal, biasanya kami musyawarah jika masih bisa diperbaiki kami 

perbaiki (Sakka, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Sering ada kesalah pahaman soal pembagian hasil atau biaya 

pupuk. Kalau ada seperti itu biasanya kami bermusyawarah sampai 

ada jalan tengah (Agus Salim, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga 

merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yang mengatakan bahwa 

“Pernah beberapa kali, biasanya soal hasil panen, kadang kami 

merasa kurang adil pas di bagi (Andi Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan kembali perselisihan yang sering terjadi antara pemilik lahan 

dan petani penggarap biasanya terkait pembagian hasil panen dan siapa 

yang menanggung biaya produksi seperti pupuk, terutama saat harga 

pupuk mahal atau hasil panen kurang memuaskan. Meski sering muncul 
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kesalahpahaman, kedua pihak biasanya menyelesaikannya melalui 

musyawarah untuk mencari jalan tengah dan memperbaiki kesepakatan. 

Dengan menerapkan perjanjian secara jelas, skema yang adil, komunikasi 

terbuka, serta dukungan dari lembaga desa, kerja sama pengolahan lahan 

bisa berjalan lebih adil, lancar, dan terhindar dari konflik yang merugikan 

kedua pihak. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa: 

“Harapan saya yaitu kerja sama yang tetap rukun, adil dan tidak 

merasa saling rugi, kalau ada aturan tertulis biar tidak ada salah 

paham lagi kedepannya (Syamsudin, 2025).” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani 

penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Harapan kami, yaitu semoga kerja sama ini bisa lebih jelas 

aturannya dan tidak ada konflik-konflik lagi selanjutnya, kemudian 

bisa menerapkan cara Islam tadi (Rusli, 2025)” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa 

“Saya mau itu kedepannya tidak banyak masalah dan hasilnya adil 

juga dapat bantuan dari pemerintah lagi (Supriadi, 2025).” 

 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa petani penggarap 

berharap kerja sama dengan pemilik lahan dapat berjalan rukun, adil, dan 

saling menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Mereka 

menginginkan adanya aturan tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman 

atau konflik di kemudian hari. Selain itu, mereka juga berharap kerja sama 

bisa dilakukan sesuai prinsip syariat Islam, hasilnya adil, dan mendapat 

dukungan atau bantuan kembali dari pemerintah. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 
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“Saya berharap itu kedepannya ada aturan yang jelas soal kerja 

sama ini agar adil dan tidak ada yang merasa rugi (Sakka, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Kedepan itu kerja sama yang lebih rapi, tidak ada konflik dan ada 

aturan yang jelas dari awal (Agus Salim, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga 

merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yang mengatakan bahwa: 

“Harapannya kedepan agar kerja sama bisa lebih jelas, terus ada 

pendampingan dari Desa agar hubungan tetap baik dan hasil panen 

yang lancar (Andi Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan Kembali petani penggarap berharap ke depan kerja sama 

dengan pemilik lahan diatur dengan aturan yang jelas sejak awal, agar 

berjalan lebih rapi, adil, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain 

itu, mereka menginginkan adanya pendampingan dari pemerintah desa 

untuk menjaga hubungan baik, mencegah konflik, dan mendukung 

kelancaran hasil panen. 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara petani penggarap dan 

pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah yaitu: 

a. Konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan sering terjadi, 

terutama terkait pembagian hasil panen, biaya produksi seperti pupuk, 

dan harga jual saat panen, apalagi ketika hasil panen sedikit atau 

mengalami kerugian. 

b. Masalah lain yang kerap muncul adalah soal batas waktu penggarapan 

dan kesulitan komunikasi saat perbedaan pendapat terjadi. 

Meski sempat menimbulkan ketegangan, upaya penyelesaian 

konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa 
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Baru Kecamatan Sinjai Tengah ini umumnya diselesaikan melalui 

musyawarah dan mediasi oleh pemerintah desa, sehingga hubungan kerja 

sama bisa tetap dilanjutkan dengan saling percaya dan secara 

kekeluargaan. 

2. Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama 

Pengolahan Adil dan Berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai 

Tengah 

Kerja sama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu 

kelompok sehingga terdapat hubungan  erat  antar  tugas  pekerjaan  

anggota  kelompok  lain  serta  penyelesainnya (Haryanti, 2020). 

Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang didasari rasa tanggung 

jawab, saling menghormati, saling tolong-menolong, serta memiliki 

tujuan yang sejalan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota memiliki 

tugas dan peran masing-masing yang harus dijalankan secara jujur dan 

adil. Selain itu, komunikasi yang terjaga dengan baik sangat penting 

agar proses kerja berlangsung lancar dan hasil yang dicapai optimal. 

Praktik kerjasama dalam penggarapan sendiri diawali dengan 

pembuatan akad, di mana kedua belah pihak lebih dulu melakukan 

pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan 

mereka lakukan. Kerja sama pemilik lahan dengan petani penggarap 

menggunakan perjanjian lisan, yang memang masih banyak dilakukan 

terutama di daerah pedesaan dengan budaya kekeluargaan yang kuat. 

Namun, secara hukum, perjanjian ini lemah dalam pembuktian dan 

berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Untuk itu, 

sebaiknya mulai diarahkan pada perjanjian tertulis agar hak dan 

kewajiban masing-masing pihak lebih jelas.  

Hal tersebut terdapat dalam masyarakat Desa Baru Kecamatan 

Sinjai Tengah, yang memang masih banyak menggunakan akad secara 

lisan. Mayoritas masyarakat Baru Kecamatan Sinjai Tengah memilih 

menggunakan akad secara lisan. Karena dilandasi dengan adanya rasa 

saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan. 
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Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan 

bahwa: 

“Kerja sama di sini cuma dibicarakan, tidak pakai surat, kalau 

sudah sepakat soal bagi hasil, langsung dikerjakan saja 

sawahnya (Syamsudin, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan 

petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Selama ini kerja sama kami hanya secara lisan saja, belum 

pernah dibuat surat-suratnya, biasanya kalau mau mulai 

menggarap, kami hanya mengobrol dan sepakat lalu langsung 

mulai bekerja (Rusli, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa: 

“Selama ini cuma pakai kata-kata lisan saja, belum pernah ditulis 

itu perjanjiannya, yang penting sama-sama sepakat (Supriadi, 

2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa kerja sama antara 

pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan tanpa perjanjian 

tertulis. Proses kesepakatan hanya melalui pembicaraan langsung dan 

saling percaya, terutama terkait sistem bagi hasil. Bagi para pihak, yang 

terpenting adalah kesepakatan bersama secara informal, sehingga 

perjanjian tertulis dianggap belum diperlukan. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 

“Kalau saya itu cuma lisan saja, yang penting bisa dipercaya 

apalagi juga saya sudah tua (Sakka, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 



44 

 

 
 

“Kalau di sini biasanya cukup dengan omongan saja (Agus Salim, 

2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga 

merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yang mengatakan bahwa: 

“Biasanya itu kami cuma berbicara saja, belum pernah di tulis 

(Andi Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan kembali selama ini, kerja sama antara petani penggarap dan 

pemilik lahan di lingkungan tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa 

perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya cukup dilakukan melalui 

pembicaraan langsung atau omongan saja, dan belum pernah dituangkan 

dalam bentuk dokumen tertulis. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa: 

“Kalau menurut saya selaku Kepala Desa, kerja sama yang selama 

ini berjalan di Desa Baru itu masih bersifat turun-temurun dan 

lebih banyak berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan 

dan petani penggarap. Secara umum hubungan mereka berjalan 

baik, tapi memang belum bisa dikatakan sepenuhnya adil dan 

berkelanjutan karena masih sering ada ketimpangan dalam 

pembagian hasil maupun tanggung jawab di lapangan. Harapan 

kami ke depan, kerja sama ini bisa lebih tertata, ada kesepakatan 

yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak/ Selama 

ini pemerintah desa memang belum terlalu banyak terlibat secara 

langsung dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Biasanya 

kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak secara lisan. Tapi 

kalau ada permasalahan atau sengketa, baru pemerintah desa ikut 

turun tangan untuk memediasi. Ke depan, kami sangat terbuka 

kalau memang dibutuhkan pendampingan dari desa dalam 

membuat kesepakatan kerja sama yang tertulis atau disepakati 

bersama  (Muhlis, 2025),” 

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa, kerja sama antara 

pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru selama ini masih 

berjalan secara turun-temurun dan umumnya dilakukan secara lisan. 

Meskipun hubungan kedua pihak relatif baik, praktik yang ada belum 
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sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena masih sering terjadi 

ketimpangan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab. Pemerintah desa 

selama ini belum banyak terlibat langsung dalam proses kesepakatan, 

namun biasanya baru turun tangan saat terjadi sengketa. Ke depan, 

pemerintah desa berharap kerja sama ini bisa lebih tertata dengan 

kesepakatan yang jelas, tertulis, dan saling menguntungkan, serta siap 

memberikan pendampingan dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama 

jika dibutuhkan. 

Pembagian hasil panen antara petani penggarap dan pemilik lahan 

di Indonesia biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan 

secara kesepakatan. Pembagian hasil panen antara petani penggarap dan 

pemilik lahan pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama agraria yang 

lazim dilakukan di masyarakat pedesaan. Sistem yang digunakan 

umumnya adalah sistem bagi hasil, di mana kedua belah pihak sepakat 

terlebih dahulu sebelum proses penggarapan dilakukan. Pola ini 

didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kepercayaan antara 

pemilik lahan dengan petani penggarap. 

Khususnya di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, masyarakat 

masih menerapkan sistem pembagian hasil panen secara adil, yaitu dibagi 

dua atau 50:50 antara pemilik lahan dan petani penggarap. Artinya, setelah 

masa panen tiba, hasil pertanian langsung dibagi rata tanpa memandang 

siapa yang menanggung biaya produksi. Sistem ini biasanya diterapkan 

karena sudah menjadi kesepakatan turun-temurun yang berbasis pada nilai 

kekeluargaan dan kebiasaan lokal. 

Meskipun pembagian 50:50 dianggap adil oleh kedua belah pihak, 

pola ini sering dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini 

dilakukan karena masyarakat Desa Baru masih menjunjung tinggi prinsip 

kepercayaan dan keterbukaan dalam bermusyawarah. Namun, di sisi lain, 

sistem ini juga berpotensi menimbulkan masalah apabila terjadi perbedaan 

persepsi tentang pembagian atau jika ada pihak yang merasa dirugikan di 

kemudian hari. 
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Oleh karena itu, walaupun sistem bagi hasil di Desa Baru telah 

berjalan lama secara harmonis, akan lebih baik jika mulai dipertimbangkan 

pembuatan perjanjian tertulis atau pencatatan sederhana di tingkat desa, 

agar kerja sama pertanian ini memiliki kepastian hukum dan mengurangi 

risiko konflik di masa depan. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa: 

“Biasanya hasil panen dibagi dua diluar biayanya, tapi kadang juga 

kami merasa tidak adil kalau hasilnya sedikit (Syamsudin, 2025).” 
 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani 

penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Kalau panen, biasanya hasilnya dibagi dua, tapi kadang kalau 

hasilnya sedikit, kami berat karena ongkos kerja juga kami yang 

menanggung (Rusli, 2025).” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa 

“Kalau hasil panen biasanya dibagi dua, kalau adilnya saya rasa 

tergantung dari hasil panen juga, tapi kita tetap terima saja 

(Supriadi, 2025).” 
 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa sistem pembagian 

hasil panen secara umum dilakukan dengan pola bagi dua antara pemilik 

lahan dan petani penggarap. Namun, dalam praktiknya, petani penggarap 

sering merasa kurang adil jika hasil panen sedikit, karena mereka tetap 

menanggung biaya kerja dan produksi, sementara hasil yang diterima tidak 

sebanding dengan pengeluaran dan tenaga yang dikeluarkan. Meski begitu, 

petani tetap menerima kondisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan 

atau kesepakatan bersama. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 
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“Biasanya hasil panen dibagi dua, tapi kalau hasilnya jelek 

biasanya ada kesalahpahaman dengan penggarap (Sakka, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Bagi hasilnya itu biasanya dibicarakan diawal, tapi jika hasil 

panennya jelek tetapi penggarap maunya tetap disitulah biasa 

berbeda pendapat (Agus Salim, 2025).” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga 

merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yang mengatakan bahwa: 

“Kalau awalnya dibicarakan dulu, biasanya di bagi dua, tapi 

kadang kalau hasilnya jelek, disitu kadang susah dicocokkan (Andi 

Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan kembali embagian hasil panen antara pemilik lahan dan 

petani penggarap biasanya dilakukan secara bagi dua dan disepakati di 

awal. Namun, ketika hasil panen kurang baik atau jelek, sering terjadi 

perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, karena penggarap tetap 

menginginkan pembagian sesuai kesepakatan awal, sementara kondisi 

panen membuat situasi menjadi sulit untuk dicocokkan.  

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa: 

“Sistem pembagian hasil di sini masih mengikuti kebiasaan lama, 

biasanya 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan awal. Tapi 

memang tidak bisa dipungkiri, terkadang ada keluhan dari salah 

satu pihak, khususnya kalau hasil panen menurun atau ada 

kerugian yang tidak diantisipasi. Karena tidak ada kesepakatan 

tertulis, seringkali masalah itu jadi sensitif. Itulah kenapa menurut 

saya, ke depan perlu ada kesepakatan yang lebih jelas dan adil  

(Muhlis, 2025).” 

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa sistem pembagian 

hasil di Desa Baru masih mengikuti kebiasaan lama dengan skema 50:50 

atau 60:40, sesuai kesepakatan awal secara lisan. Namun, saat hasil panen 
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menurun atau terjadi kerugian, sering muncul keluhan dan persoalan 

karena tidak adanya kesepakatan tertulis, sehingga masalah menjadi 

sensitif. Oleh karena itu, ke depan perlu dibuat kesepakatan yang lebih 

jelas, adil, dan tertulis agar kerja sama berjalan lebih baik. 

Petani penggarap di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, 

membutuhkan perhatian lebih dalam bentuk pelatihan, pendampingan, 

maupun bantuan modal. Pelatihan dapat diberikan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan tentang teknik pertanian modern, 

penggunaan pupuk yang efektif, serta pengelolaan hasil panen agar lebih 

optimal. Pendampingan secara berkelanjutan dari kelompok tani maupun 

pemerintah desa juga penting untuk membimbing petani dalam 

menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti pengendalian hama, 

cuaca, atau pengelolaan lahan yang efisien. 

Selain itu, bantuan modal atau permodalan usaha tani menjadi 

kebutuhan mendesak bagi petani penggarap, mengingat mereka sering 

terkendala biaya untuk membeli benih, pupuk, dan membayar ongkos 

tenaga kerja. Oleh karena itu, dukungan dari kelompok tani, pemerintah 

desa, maupun pihak terkait lainnya diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap serta mendorong 

keberlanjutan sistem pertanian di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa: 

“Pernah dulu ada pelatihan dan bibit gratis, tapi sekarang sudah 

tidak (Syamsudin, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani 

penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Dulu pernah dapat pelatihan sama bantuan bibit yang sangat 

bermanfaat dan membantu, tetapi sekarang sudah tidak ada (Rusli, 

2025).” 
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Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa: 

“Dulu pernah dapat bantuan pupuk, tapi hanya satu kali (Supriadi, 

2025).” 

 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa sebelumnya, petani 

penggarap di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, pernah mendapatkan 

pelatihan, bantuan bibit, dan pupuk dari pemerintah atau pihak terkait. 

Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat karena mampu meringankan 

beban biaya produksi dan meningkatkan pengetahuan petani tentang 

teknik bertani yang lebih baik. Pelatihan yang pernah diberikan saat itu 

membantu petani memahami cara bercocok tanam yang lebih efektif, 

mulai dari pemilihan bibit unggul, cara pemupukan, hingga pengendalian 

hama. Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut secara berkelanjutan. Saat 

ini, bantuan serupa sudah tidak lagi diberikan, sehingga petani kembali 

harus berusaha secara mandiri memenuhi kebutuhan produksi pertanian 

mereka. Bantuan pupuk, bibit, dan pelatihan yang pernah ada hanya terjadi 

sekali, sehingga dampaknya belum maksimal untuk jangka panjang. 

Ketiadaan program lanjutan membuat sebagian petani merasa kesulitan, 

terutama dalam hal pembiayaan dan peningkatan keterampilan bercocok 

tanam. Petani berharap agar program bantuan seperti pelatihan, 

penyediaan bibit unggul, dan subsidi pupuk dapat diaktifkan kembali 

secara rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya dukungan tersebut, 

petani penggarap tidak hanya bisa meningkatkan hasil produksi, tetapi 

juga mampu memperbaiki taraf hidup dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 

“Kalau pelatihan itu pernah satu kali saya ikut, tapi kalau bantuan 

urusan kerja sama itu belum (Sakka, 2025).” 
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Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Pernah ada pelatihan tapi hanya sekali (Agus Salim, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga 

merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yang mengatakan bahwa 

“Dulu pernah diadakan sekali dapat bantuan bibit yang sangat 

bermanfaat sebenarnya (Andi Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan kembali petani penggarap pernah mendapatkan pelatihan dan 

bantuan bibit, namun hanya dilakukan satu kali. Sampai saat ini, belum 

pernah ada bantuan atau pendampingan khusus terkait kerja sama 

pengelolaan lahan. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa: 

“Kalau untuk pelatihan keterampilan bertani, pernah beberapa kali 

bekerja sama dengan dinas terkait. Tapi khusus tentang 

pemahaman kerja sama yang adil antara petani penggarap dan 

pemilik lahan, memang belum pernah secara khusus kami adakan. 

Tapi kalau memang dibutuhkan dan ada programnya, pemerintah 

desa sangat terbuka dan siap memfasilitasi ke depannya  (Muhlis, 

2025).” 

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa Pelatihan 

keterampilan bertani di Desa Baru sudah pernah dilakukan beberapa kali 

melalui kerja sama dengan dinas terkait. Namun, pelatihan khusus tentang 

pemahaman kerja sama yang adil antara pemilik lahan dan petani 

penggarap belum pernah diadakan. Pemerintah desa menyatakan siap 

memfasilitasi dan mendukung program tersebut jika memang dibutuhkan 

ke depannya. 

Dalam kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan 

dan petani penggarap, pembuatan perjanjian tertulis sangat penting untuk 
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memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini mencegah 

terjadinya kesalahpahaman, konflik, atau penafsiran sepihak di kemudian 

hari, khususnya terkait hak, kewajiban, dan pembagian hasil panen. Salah 

satu skema yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad muzara’ah, 

yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di 

mana petani mengolah lahan milik orang lain dan hasil panen dibagi sesuai 

kesepakatan.  

Mengatur pengolahan lahan dengan perjanjian tertulis berbasis akad 

muzara’ah tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjaga 

nilai keadilan dan keberkahan kerja sama pertanian sesuai prinsip syariah. 

Dengan demikian, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap 

dapat berjalan harmonis, aman, dan berkelanjutan. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa: 

“Memang itu sebenarnya bagus kalau ditulis supaya jelas. Apalagi 

kalau aturan syariat juga, Insya Allah juga pekerjaan kita lebih 

berkah (Syamsudin, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani 

penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Kalau menurut saya, memang lebih bagusnya kalau ada surat 

perjanjian biar semuanya jelas aturannya bagaimana, mau pemilik 

lahan bagaimana, apalagi ini berdasarkan cara Islam (Rusli, 

2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga 

merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa 

“Lebih bagus memang kalau pakai aturan tertulis, biar jelas hak 

dan kewajiban juga (Supriadi, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya, kerja 

sama dalam pengelolaan lahan pertanian memang akan lebih baik jika 



52 

 

 
 

diatur dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis memberikan kejelasan 

bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. 

Tentang hak, kewajiban, dan aturan main yang harus dijalankan selama 

masa kerja sama berlangsung. Dengan adanya kesepakatan yang 

dituangkan secara tertulis, potensi konflik atau salah paham di kemudian 

hari dapat diminimalkan, karena kedua pihak sudah memiliki pegangan 

yang jelas sejak awal. 

Apalagi jika kerja sama ini dilakukan dengan mengacu pada aturan 

syariat Islam, seperti menggunakan skema akad muzara’ah, tentu 

keberadaan perjanjian tertulis menjadi lebih penting lagi. Dalam Islam, 

muamalah seperti bagi hasil pengolahan lahan dianjurkan dilakukan secara 

transparan dan jelas, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada hak 

yang terabaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang 

menuntut agar setiap kesepakatan dilakukan secara terang dan disetujui 

kedua belah pihak dengan keridhaan masing-masing. 

Dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dan berbasis 

syariah, maka usaha pertanian yang dijalankan akan lebih berkah, karena 

semua hak dan kewajiban telah diatur dengan baik dan sesuai aturan 

agama. Tidak hanya memberi rasa aman bagi pemilik lahan dan petani 

penggarap, tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang saling 

menghormati, adil, dan profesional, sehingga bisa menjadi contoh praktik 

pertanian yang etis dan bermartabat. 

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya, memang bagus juga kalau pakai aturan tertulis saja 

mulai sekarang apalagi kalau itu model syariah (Sakka, 2025).” 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Saya pikir bagusnya kalau diatur jelas apalagi secara Islam (Agus 

Salim, 2025).” 
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Hal ini juga disampaikan oleh Andi Rosmiati yang juga merupakan 

pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

mengatakan bahwa: 

“Kalau saya pribadi lebih baik kalau sekarang dibuat aturan yang 

jelas seperti tertulis, supaya tidak ada kesalah pahaman juga (Andi 

Rosmiati, 2025).” 

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan 

menegaskan kembali petani penggarap setuju bahwa kerja sama 

pengelolaan lahan sebaiknya mulai diatur dengan perjanjian tertulis, agar 

lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. 

Mereka juga berharap aturan tersebut berbasis pada prinsip syariah atau 

cara Islam, sehingga kerja sama bisa berjalan lebih adil dan berkah. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa: 

“Menurut saya, skema kerja sama yang ideal itu yang sejak awal 

ada kesepakatan tertulis yang jelas, mulai dari pembagian hasil, 

pembagian biaya produksi, sampai jangka waktu kerja sama. Selain 

itu, kalau bisa, ada pendampingan dari desa atau pihak ketiga 

supaya kedua belah pihak sama-sama paham hak dan 

kewajibannya. Dengan begitu, kerja sama bisa berjalan lebih adil, 

saling percaya, dan berkelanjutan. Insya Allah, pemerintah desa 

sangat terbuka jika ada skema kerja sama berbasis syariah seperti 

akad muzara’ah. Apalagi kalau itu bisa memberikan manfaat dan 

keadilan bagi petani penggarap dan pemilik lahan. Soal penerimaan 

masyarakat, saya kira bisa diterima dengan baik, asalkan ada 

sosialisasi dan pendampingan dulu, karena masyarakat di sini 

umumnya masih memegang adat lama. Tapi kalau dijelaskan 

manfaatnya dan sesuai syariat, saya yakin masyarakat bisa 

menerimanya (Muhlis, 2025).” 

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa, skema kerja sama 

pengelolaan lahan yang ideal adalah kerja sama yang sejak awal memiliki 

kesepakatan tertulis yang jelas, mencakup pembagian hasil, pembagian 

biaya produksi, dan jangka waktu kerja sama. Selain itu, perlu ada 

pendampingan dari desa atau pihak ketiga agar kedua belah pihak 

memahami hak dan kewajibannya, sehingga kerja sama bisa berjalan lebih 

adil, saling percaya, dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga terbuka 
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terhadap skema kerja sama berbasis syariah seperti akad muzara’ah, 

selama itu memberi manfaat dan keadilan bagi petani penggarap maupun 

pemilik lahan. Meski masyarakat masih memegang adat lama, dengan 

sosialisasi yang baik dan sesuai syariat, masyarakat diyakini dapat 

menerima perubahan ini. 

C. Pembahasan 

1. Upaya Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Antara Petani Penggarap dan 

Pemilik Lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah 

Konflik merupakan kondisi di mana dua pihak atau lebih, baik 

individu maupun kelompok, mengalami perbedaan pendapat, tujuan, atau 

kepentingan yang memicu ketegangan atau pertentangan. Konflik biasanya 

muncul akibat perbedaan cara pandang, nilai, harapan, atau keinginan 

yang saling berseberangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik 

merupakan fenomena yang lumrah terjadi, karena setiap individu atau 

kelompok memiliki kepentingan dan sudut pandang yang tidak selalu 

sama. 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara petani penggarap dan 

pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah yaitu: 

a. Konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan sering terjadi, 

terutama terkait pembagian hasil panen, biaya produksi seperti pupuk, 

dan harga jual saat panen, apalagi ketika hasil panen sedikit atau 

mengalami kerugian. 

b. Masalah lain yang kerap muncul adalah soal batas waktu penggarapan 

dan kesulitan komunikasi saat perbedaan pendapat terjadi. 

Dalam kondisi tertentu, Islam menganjurkan adanya peran pihak 

ketiga yang bersikap netral untuk menjadi penengah atau mediator dalam 

konflik. Prinsip utama yang ditekankan dalam Islam adalah menjaga 

perdamaian dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, umat Islam 

dianjurkan untuk selalu memaafkan, memperbaiki hubungan, dan menjaga 

persaudaraan setelah konflik diselesaikan. Penyelesaian konflik dalam 
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Islam bukan hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga 

memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kehidupan yang lebih 

harmonis di tengah masyarakat (Thoha Hamim, 2021). 

Untuk itu, meskipun sempat menimbulkan ketegangan, upaya 

penyelesaian konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik 

lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah ini umumnya diselesaikan 

melalui musyawarah dan mediasi oleh pemerintah desa, sehingga 

hubungan kerja sama bisa tetap dilanjutkan dengan saling percaya dan 

secara kekeluargaan. 

Dalam teori (Thomas & Kilmann, 2008), menjelaskan lima gaya 

dalam manajemen konflik yaitu:  

a. Competing (Bersaing): Menekankan pencapaian tujuan sendiri tanpa 

memperhatikan kepentingan pihak lain.  

b. Collaborating (Kolaborasi): Mengutamakan kerja sama antara 

pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi win-win.  

c. Compromising (Kompromi): Kedua belah pihak saling memberikan 

dan menerima konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama. 

d. Avoiding (Menghindar): Mengabaikan atau menunda konflik tanpa 

mencoba menyelesaikannya.  

e. Accommodating (Mengalah): Mengorbankan kepentingan diri 

sendiri untuk memenuhi keinginan pihak lain, biasanya demi 

menjaga hubungan baik. 

Konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan sering 

terjadi, terutama terkait pembagian hasil panen, biaya produksi seperti 

pupuk, dan harga jual saat panen, terutama ketika hasil panen sedikit 

atau mengalami kerugian. Selain itu, muncul pula masalah mengenai 

batas waktu penggarapan dan kesulitan komunikasi saat terjadi 

perbedaan pendapat. 

Dalam menghadapi konflik tersebut, kedua belah pihak 

umumnya tidak menggunakan pola competing (bersaing), karena 

mereka lebih mengutamakan menjaga hubungan baik. Penyelesaian 
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konflik cenderung dilakukan dengan pola compromising (kompromi), 

di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima konsesi, 

misalnya dengan menyesuaikan pembagian hasil sesuai kondisi panen 

atau mencari jalan tengah terkait biaya produksi. 

Selain itu, pihak-pihak yang berkonflik juga sering 

menggunakan pola collaborating (kolaborasi), yaitu dengan 

bermusyawarah dan melibatkan pemerintah desa sebagai mediator 

untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). 

Dengan pendekatan ini, kerja sama tetap bisa dilanjutkan secara 

kekeluargaan dan saling percaya. 

Pola avoiding (menghindar) dan accommodating (mengalah) 

jarang digunakan secara ekstrem, karena konflik biasanya langsung 

dibicarakan bersama dan tidak dibiarkan berlarut-larut, meskipun 

dalam beberapa kasus ada pihak yang mengalah demi menjaga 

hubungan baik. 

2. Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan 

Adil dan Berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, 

pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan 

adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah yaitu: 

a. Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru, 

Kecamatan Sinjai Tengah, hingga saat ini masih dilakukan secara 

lisan tanpa perjanjian tertulis. Proses kesepakatan biasanya hanya 

melalui pembicaraan langsung dan saling percaya, mengikuti 

kebiasaan turun-temurun. Hubungan kedua belah pihak umumnya 

berjalan baik, namun belum sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena 

sering terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil dan tanggung 

jawab. Pemerintah desa selama ini belum banyak terlibat langsung 

dalam proses pembuatan kesepakatan kerja sama. Ke depan, 

pemerintah desa berharap ada perjanjian kerja sama yang lebih tertata, 
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jelas, tertulis, dan saling menguntungkan, serta siap memberikan 

pendampingan jika dibutuhkan. 

b. Sistem bagi hasil yang diterapkan umumnya adalah 50:50 atau 60:40, 

tergantung kesepakatan awal. Namun, saat hasil panen menurun atau 

terjadi kerugian, sering muncul keluhan dari petani penggarap karena 

mereka tetap menanggung biaya produksi, sementara bagian hasil 

yang diterima tidak sebanding dengan tenaga dan pengeluaran. 

Meskipun demikian, para petani tetap menerima kondisi tersebut 

karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 

c. Dari segi pengembangan kapasitas, sebelumnya petani penggarap di 

Desa Baru pernah mendapatkan bantuan pelatihan, bibit, dan pupuk 

dari pemerintah atau dinas terkait, namun program tersebut tidak 

berlanjut secara rutin. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat 

untuk meningkatkan keterampilan dan meringankan beban biaya 

produksi, tetapi karena hanya diberikan satu kali, dampaknya belum 

maksimal untuk jangka panjang. Saat ini, petani berharap program 

bantuan seperti pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan subsidi pupuk 

bisa diaktifkan kembali secara berkelanjutan. Selain itu, mereka juga 

menginginkan adanya pendampingan khusus terkait skema kerja sama 

yang adil antara petani penggarap dan pemilik lahan agar hubungan 

kerja sama ke depan dapat berjalan lebih baik dan berkeadilan. 

Dalam Islam, kerja sama sangat dianjurkan untuk membantu 

sesama dalam hal kebaikan, terdapat bentuk kerja sama dalam Islam yaitu 

Muzara’ah (Kerja sama Pertanian). Muzara’ah secara bahasa berasal dari 

Kata Zara’a yang berarti bercocok tanam, sedangkan makna yang kedua 

muzara’ah dari kata Tharhu al-zur’ah yang berarti Melemparkan benih 

dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman 

(Luthfi & Anggraini, 2023). Muzara’ah adalah bentuk kerja sama antara 

pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyerahkan lahannya 

untuk dikelola oleh penggarap, dan sebagai imbalannya, hasil panen akan 

dibagi sesuai kesepakatan. Muzara’ah berarti akad untuk bercocok tanam. 
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Maksudnya, ini adalah bentuk kerja sama di bidang pertanian, di mana si 

pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap biasanya yang 

menyiapkan benih dan tenaga kerja. Akad ini umumnya dipakai untuk 

jenis tanaman yang benihnya tergolong murah dan mudah didapat, seperti 

padi, jagung, kacang, kedelai, dan sejenisnya. 

Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa 

Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, hingga saat ini masih dilakukan secara 

lisan tanpa perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya hanya melalui 

pembicaraan langsung berdasarkan saling percaya, mengikuti kebiasaan 

turun-temurun. Meskipun hubungan kedua belah pihak umumnya berjalan 

baik, dalam praktiknya belum sepenuhnya adil dan berkelanjutan, karena 

sering terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, 

terutama saat hasil panen menurun atau terjadi kerugian. 

Jika dikaitkan dengan teori Muzara’ah, sebenarnya praktik kerja 

sama ini sudah sejalan dengan konsep dasar muzara’ah, yaitu kerja sama 

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik 

menyediakan tanah dan penggarap menyiapkan tenaga kerja serta 

mengelola proses pertanian. Hasil panen kemudian dibagi sesuai 

kesepakatan. Di Desa Baru, pola pembagian hasil umumnya 50:50 atau 

60:40, tergantung kesepakatan awal. Namun, karena perjanjian hanya 

dilakukan secara lisan, sering terjadi persoalan ketika hasil panen sedikit. 

Petani penggarap tetap menginginkan bagian sesuai perjanjian, sementara 

mereka juga harus menanggung biaya produksi seperti pupuk dan racun 

hama. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan perasaan kurang adil 

bagi sebagian pihak. 

Selama ini, pemerintah desa belum banyak terlibat langsung dalam 

proses pembuatan kesepakatan kerja sama, kecuali saat terjadi 

perselisihan, yang kemudian diselesaikan melalui mediasi secara 

kekeluargaan. Ke depan, agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam 

Islam seperti dalam akad muzara’ah, perlu ada perjanjian yang tertulis 

dan jelas sejak awal, baik mengenai pembagian hasil, tanggung jawab 
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biaya produksi, maupun jangka waktu penggarapan. Pemerintah desa 

menyatakan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi agar kerja 

sama ini lebih tertata, adil, dan berkelanjutan. 

Dari segi pengembangan kapasitas, sebelumnya petani penggarap 

di Desa Baru pernah mendapatkan bantuan pelatihan, bibit, dan pupuk, 

namun program tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan. Bantuan 

tersebut sebenarnya sangat bermanfaat karena mampu meringankan biaya 

produksi dan meningkatkan keterampilan bercocok tanam, sesuai dengan 

semangat muzara’ah yang menekankan kerja sama saling menguntungkan 

antara pemilik lahan dan penggarap. Karena bantuan itu hanya diberikan 

sekali, dampaknya belum maksimal untuk jangka panjang. 

Saat ini, petani berharap ada program pelatihan berkelanjutan, 

penyediaan bibit unggul, subsidi pupuk, dan yang terpenting, adanya 

pendampingan khusus terkait skema kerja sama yang adil dan sesuai 

syariah seperti muzara’ah. Dengan begitu, kerja sama pertanian di Desa 

Baru dapat berjalan lebih baik, adil, saling menguntungkan, serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan. 

Kerja sama dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur‟an 

dan Hadis, Berikut diantaranya: 

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:  

ى... قْوّٰ ِوَالْعُدْوَانِِِۖ  وَتَ عَاوَنُ وْاِعَلَىِالْبِِِّوَالت َّ ثِْْ وَات َّقُواِۖ  وَلََِتَ عَاوَنُ وْاِعَلَىِالَِْ
هَِ هَِۖ  اللّّٰ ِ(5ِ:2َِ)ِالمائۤدة/٢الْعِقَابِِِشَدِيْدُِاِنِّاللّّٰ

Terjemahan: 

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2) 

 

Dari ayat diatas bermakna bahwa manusia harus tolong menolong 

dalam mengerjakan kebaikan atau bertakwa kepada Allah SWT. kemudian 

tidak tolong menolong dalam hal yang yang buruk atau yang dapat 
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menimbulkan dosa karena akan mendapat siksaan dari-Nya. Tolong 

menolong disini dapat dipergunakan dalam bekerja sama sebagai 

penggarap lahan kita bisa saling membantu, dimana pemilik lahan dibantu 

oleh penggarap untuk mendapatkan hasil dari lahannya tanpa harus bekerja 

kemudian bagi sang penggarap juga terbantu karena mendapatkan 

pekerjaan untuk  menafkahi keluarganya. 

Jika dikaitkan dengan kondisi kerja sama antara pemilik lahan dan 

petani penggarap di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah: 

a. Kerja sama secara lisan tanpa perjanjian tertulis 

Kerja sama secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan 

memang mencerminkan nilai saling percaya dan kekeluargaan, namun 

belum sepenuhnya memenuhi prinsip ta‟awun dalam kebaikan dan 

ketakwaan jika di dalamnya masih terdapat potensi ketidakjelasan atau 

ketidakadilan yang bisa memicu konflik. Agar lebih sesuai dengan 

nilai kebajikan dan takwa yang diajarkan dalam Al-Ma‟idah:2, kerja 

sama ini sebaiknya diarahkan menjadi lebih tertata dan transparan, 

dengan kesepakatan yang tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman 

atau ketimpangan di kemudian hari. 

b. Sistem bagi hasil yang menimbulkan keluhan saat panen jelek 

Sistem bagi hasil 50:50 atau 60:40 yang disepakati di awal 

memang baik jika dijalankan secara adil. Namun, ketika hasil panen 

buruk dan biaya produksi tetap ditanggung oleh penggarap, seringkali 

muncul ketidakadilan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan 

kezaliman atau ketidakberimbangan hak dan kewajiban, yang 

bertentangan dengan pesan Al-Qur‟an untuk tidak tolong-menolong 

dalam keburukan dan permusuhan. Oleh karena itu, perlu ada 

mekanisme yang lebih adil agar kerja sama benar-benar mendatangkan 

maslahat bagi kedua pihak. 

c. Pengembangan kapasitas dan bantuan pertanian 

Bantuan bibit, pelatihan, dan subsidi yang pernah diberikan 

merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, karena 
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membantu petani meningkatkan pengetahuan dan meringankan biaya 

produksi. Namun, karena bantuan tersebut hanya dilakukan sekali dan 

tidak berkelanjutan, dampaknya belum maksimal. Harapan petani agar 

bantuan dan pendampingan diberikan secara rutin sejalan dengan 

perintah Al-Qur‟an agar terus melakukan kerja sama dalam kebaikan 

secara berkelanjutan, termasuk dalam hal mendampingi petani agar 

hubungan kerja sama mereka dengan pemilik lahan lebih adil, 

berkeadilan sosial, dan tidak merugikan pihak manapun. 

Ayat Al-Ma‟idah : 2 menjadi landasan kuat bahwa kerja sama 

antara pemilik lahan dan petani penggarap harus dilakukan dengan prinsip 

adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta dihindarkan dari praktik 

yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau konflik. Dengan 

memperbaiki sistem kerja sama menjadi lebih tertata dan berbasis syariat, 

serta memberikan pendampingan dan bantuan berkelanjutan, maka praktik 

pertanian di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah bisa menjadi contoh 

nyata penerapan nilai tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa 

sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur‟an. 

Kemudian dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: 

ِصَلَّىِاللَّهُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِبَ عَثَِمُعَاذًاِوَأبَاَِمُوسَِ ِالنَّبَِّ رَِىِإِلََِالْيَمَنِِقَالَِأَنَّ يَسِّ
رَاِوَتَطاَوَعَاِوَلََِتََْتَلِِ رَاِوَلََِتُ نَ فِّ رَا وَبَشِّ  وَلََِتُ عَسِّ

Terjemahan: 

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz dan Abu 

Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah 

(urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan 

membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian 
berdua dan jangan berselisih". (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadits ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan 

kerja sama, termasuk dalam konteks kerja sama pertanian. Islam 

mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas yang melibatkan kepentingan 

bersama, seperti kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, 
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haruslah dilandasi prinsip saling memudahkan, memberi harapan, dan 

menjaga keharmonisan. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan 

petani melalui kerja sama yang adil dan berkelanjutan, di mana masing-

masing pihak diharapkan saling mendukung tanpa memberatkan. Dengan 

demikian, sistem kerja sama yang lebih terstruktur dapat menjadi solusi 

alternatif untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang. 

Keterkaitan antara hadits tersebut dengan penelitian ini yaitu: 

a. Kerja sama secara lisan tanpa perjanjian tertulis 

Praktik kerja sama pertanian di Desa Baru yang dilakukan 

secara lisan dan turun-temurun sebenarnya berangkat dari semangat 

kekeluargaan dan saling percaya. Namun, karena belum diatur secara 

tertulis dan jelas, sering terjadi ketimpangan dalam tanggung jawab 

dan pembagian hasil, yang berisiko menimbulkan kesalahpahaman 

atau bahkan konflik. 

Jika dikaitkan dengan hadis Nabi, pesan "mudahkanlah dan 

jangan dipersulit" dapat diwujudkan dengan membuat perjanjian kerja 

sama yang lebih jelas, tertulis, dan transparan, agar kedua belah pihak 

tidak merasa dirugikan dan tidak menimbulkan kerumitan atau 

ketegangan di kemudian hari. Hal ini sekaligus mencegah perselisihan 

sebagaimana perintah Nabi untuk "bekerja samalah dan jangan 

berselisih." 

b. Sistem bagi hasil yang rawan konflik saat panen menurun 

Pembagian hasil 50:50 atau 60:40 yang dilakukan saat hasil 

panen baik memang terasa adil, namun ketika panen buruk dan biaya 

produksi tetap ditanggung oleh penggarap, kerja sama menjadi tidak 

seimbang. Kondisi ini menyebabkan pihak penggarap merasa berat dan 

cenderung pasrah karena sudah menjadi kebiasaan. 

Dalam konteks hadis, hal ini perlu diperbaiki agar kerja sama 

pertanian tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan, sesuai 

pesan Nabi untuk mempermudah urusan dan tidak mempersulit. 

Dengan skema yang lebih adil, kedua pihak bisa tetap bekerjasama 
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dengan baik tanpa saling merasa terbebani atau dirugikan, sehingga 

menghindari potensi perpecahan. 

c. Bantuan pelatihan dan harapan petani untuk pendampingan 

Pelatihan dan bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah 

kepada petani merupakan bentuk nyata dari upaya memudahkan urusan 

masyarakat, sebagaimana pesan dalam hadis. Namun karena bantuan 

tersebut hanya diberikan sekali dan tidak berkelanjutan, para petani 

kembali menghadapi tantangan produksi dan biaya secara mandiri. 

Harapan petani agar ada pendampingan berkelanjutan, 

pelatihan, serta perbaikan sistem kerja sama yang adil, sejalan dengan 

hadis tersebut, yaitu untuk membantu masyarakat agar urusannya lebih 

mudah, memberi mereka motivasi (kabarkan berita gembira), dan 

mendorong kolaborasi yang harmonis tanpa perselisihan. Pemerintah 

desa diharapkan menjadi fasilitator yang terus hadir agar kolaborasi 

antara penggarap dan pemilik lahan dapat berlangsung dengan lebih 

adil dan berkah. 

Hadis Nabi Muhammad SAW ini memberikan landasan moral dan 

sosial bagi kerja sama pertanian di Desa Baru, yaitu dengan: 

1) Mempermudah urusan melalui perjanjian yang jelas dan adil, bukan 

membiarkan ketidakjelasan yang berpotensi mempersulit salah satu 

pihak. 

2) Memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar petani 

lebih berdaya, bukan dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri. 

3) Membangun kerja sama yang harmonis dan menghindari perselisihan 

dengan membentuk skema kerja sama berbasis musyawarah dan 

prinsip keadilan. 

Dengan penerapan prinsip ini, kerja sama antara petani penggarap 

dan pemilik lahan dapat berjalan lebih adil, lancar, serta sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Upaya penyelesaian konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan di 

Desa Baru dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah, dengan 

gaya penyelesaian kompromi dan kolaboratif. Konflik biasanya muncul 

karena tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak secara jelas. Ketidakjelasan ini sering memicu 

perselisihan terkait pembagian hasil panen, biaya produksi, dan waktu 

pengelolaan lahan. Namun, masyarakat cenderung menyelesaikannya 

dengan pendekatan damai demi menjaga hubungan sosial yang harmonis. 

2. Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan 

adil dan berkelanjutan belum sepenuhnya optimal karena belum 

diterapkannya sistem kerja sama baku. Skema pemberdayaan yang adil 

dan berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan konsep muzara’ah 

dalam ekonomi syariah, yaitu sistem kerja sama pertanian berbasis akad 

bagi hasil yang jelas, transparan, dan saling menguntungkan. Konsep ini 

menekankan kejelasan perjanjian, keadilan dalam pembagian hasil, dan 

keseimbangan tanggung jawab. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah 

ini, petani penggarap tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, tetapi 

juga secara sosial dan spiritual, serta mampu memperkuat hubungan kerja 

sama yang berkelanjutan dan harmonis di tingkat desa 

B. Saran-saran 

1. Bagi Pemerintah Desa Baru  

Diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memfasilitasi dan 

mengawasi proses kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, 

dan seyogyanya pemerintah setempat dapat membuatkan aturan terkait 

kerja sama pengolahan tanah antara petani penggarap dan pemilik lahan, 

khususnya dengan mendorong adanya perjanjian tertulis yang jelas, adil, 

dan transparan. Pemerintah desa juga sebaiknya menyediakan 
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pendampingan hukum dan sosialisasi tentang bentuk kerja sama yang 

sesuai prinsip syariah, seperti akad muzara’ah. 

2. Bagi Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Kedua belah pihak disarankan 

untuk membangun kesepakatan kerja sama yang lebih formal dan tertulis, 

dengan merinci hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi 

kesalahpahaman di kemudian hari. Mereka juga perlu meningkatkan 

komunikasi dan menjadikan prinsip musyawarah sebagai sarana utama 

dalam menyelesaikan konflik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang efektivitas penerapan 

akad muzara’ah dalam berbagai konteks kerja sama pertanian di wilayah 

lain, atau mengevaluasi dampak jangka panjang dari kerja sama berbasis 

syariah terhadap kesejahteraan petani. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

“Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama  

Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di  

Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah) 

No Variabel Indikator 

1 Bentuk Kerja Sama 
Bentuk perjanjian (tertulis/lisan), sistem kerja 

sama yang diterapkan 

2 Sistem Bagi Hasil 
Persentase bagi hasil, kesepakatan awal, persepsi 

keadilan kedua pihak 

3 Konflik Kerja Sama 
Bentuk konflik, penyebab konflik, cara 

penyelesaian 

4 
Pemberdayaan 

Petani 

Bentuk pelatihan/pendampingan/bantuan, 

manfaat yang dirasakan 

5 
Skema Kerja Sama 

Ideal 

Pilihan sistem kerja sama 

(syariah/konvensional), alasan, harapan 

6 Kendala Kerja Sama 
Jenis kendala: komunikasi, hasil panen, 

keuangan, kepercayaan 

7 
Harapan Perbaikan 

Kerja Sama 

Bentuk harapan, solusi yang diinginkan, sistem 

kerja sama ideal 
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Lampiran 2 

LEMBAR OBSERVASI 

Judul Penelitian : Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama 

Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai 

Tengah) 

Nama Pengamat : Nur Hasanah Syahr 

Tanggal Observasi : 14 Oktober 2025 

Lokasi Observasi : Desa Baru 

 

No. Aspek yang di Observasi Ya Tidak 

1 
Terdapat kerja sama antara petani penggarap dan pemilik 

lahan di Desa Baru 
  

2 Sistem pembagian hasil panen berjalan sesuai kesepakatan   

3 Terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama   

4 
Terdapat pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal 

dari pemerintah desa, kelompok tani, atau pihak lain 
  

5 
Terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan kerja sama 

di lapangan 
  

6 Terdapat upaya atau wacana untuk menerapkan kerja sama 

berbasis syariah seperti Akad Muzara’ah 
  

7 Adanya harapan dari petani atau pemilik lahan agar kerja 

sama bisa berjalan lebih adil, lancar, dan minim konflik 
  
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

Petani Penggarap 

A. Data Pribadi 

Nama :  

Alamat :  

Jam/Hari, Tanggal Wawancara :  

Tempat Wawancara  :  

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan 

pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya 

lisan? 

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? 

Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah 

pihak? 

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan 

pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana 

cara penyelesaiannya? 

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau 

bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika 

ya, seberapa besar manfaatnya? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur 

dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad muzara’ah, 

atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? 

Mengapa? 

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam 

pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara 

Bapak/Ibu mengatasinya? 

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan 

bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pemilik Lahan 

A. Data Pribadi 

Nama :  

Alamat :  

Jam/Hari, Tanggal Wawancara :  

Tempat Wawancara  :  

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? 

Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian 

lisan saja? 

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah 

besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen? 

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan 

pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya 

masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu 

menyikapinya? 

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau 

program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak 

atau manfaat yang dirasakan? 

5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik 

diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti 

sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad 

muzara’ah? 

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama 

dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, 

pembagian, komunikasi, atau hal lain? 

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini 

agar lebih adil dan berjalan lancar? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kepala Desa  

A. Data Pribadi 

Nama :  

Alamat :  

Jam/Hari, Tanggal Wawancara :  

Tempat Wawancara  :  

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai bentuk kerja sama yang selama ini 

terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru? Apakah 

kerja sama tersebut sudah berjalan secara adil dan berkelanjutan? 

2. Apakah selama ini pemerintah desa memfasilitasi atau terlibat dalam 

pembuatan kesepakatan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik 

lahan? Jika ya, dalam bentuk apa? 

3. Menurut Bapak, bagaimana sistem pembagian hasil panen yang saat ini 

berlaku? Apakah sering menimbulkan keluhan dari salah satu pihak? 

4. Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait kerja sama lahan di 

desa ini? Jika pernah, bagaimana biasanya cara penyelesaian dan peran 

pemerintah desa dalam hal ini? 

5. Apakah desa pernah menawarkan program atau pelatihan kepada petani 

penggarap terkait peningkatan keterampilan bertani atau pemahaman 

tentang kerja sama yang adil? 

6. Menurut Bapak, skema kerja sama seperti apa yang ideal diterapkan di 

Desa Baru agar hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan bisa 

lebih adil dan saling menguntungkan? 

7. Apakah pemerintah desa terbuka jika ke depannya diterapkan skema kerja 

sama berbasis akad syariah seperti akad muzara’ah? Bagaimana 

kemungkinan penerimaan masyarakat desa terhadap hal itu? 
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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA 

Petani Penggarap 

A. Data Pribadi 

Nama : Syamsuddin 

Alamat : Dusun Lopi 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 16.00/Senin, 23 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Rumah 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan 

pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya 

lisan? 

Jawab : 

Kerja sama di sini cuma dibicarakan, tidak pakai surat, kalau sudah 

sepakat soal bagi hasil, langsung dikerjakan saja sawahnya. 

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? 

Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah 

pihak? 

Jawab : 

Biasanya hasil panen dibagi dua diluar biayanya, tapi kadang juga kami 

merasa tidak adil kalau hasilnya sedikit.  

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan 

pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana 

cara penyelesaiannya? 

Jawab : 

Pernah ada konflik soal biaya pupuk dan hasil panen, sempat juga saya 

berhenti menggarap lahannya, tapi setelah kami berbicara kembali 

akhirnya mempercayakan kembali kepada saya. 
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4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau 

bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika 

ya, seberapa besar manfaatnya? 

Jawab : 

Pernah dulu ada pelatihan dan bibit gratis, tapi sekarang sudah tidak. 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur 

dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad muzara’ah, 

atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? 

Mengapa? 

Jawab : 

Memang itu sebenarnya bagus kalau ditulis supaya jelas. Apalagi kalau 

aturan syariat juga, Insya Allah juga pekerjaan kita lebih berkah. 

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam 

pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara 

Bapak/Ibu mengatasinya? 

Jawab : 

Kendalanya biasa soal pupuk dan pengairan kalau musim kemarau. 

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan 

bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik? 

Jawab : 

Harapan saya yaitu kerja sama yang tetap rukun, adil dan tidak merasa 

saling rugi, kalau ada aturan tertulis biar tidak ada salah paham lagi 

kedepannya. 

 

 

 

 

 Narasumber 
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HASIL WAWANCARA 

Petani Penggarap 

A. Data Pribadi 

Nama : Rusli 

Alamat : Dusun Bua 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 19.00/Senin, 23 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Rumah 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan 

pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya 

lisan? 

Jawab :  

Selama ini kerja sama kami hanya secara lisan saja, belum pernah dibuat 

surat-suratnya, biasanya kalau mau mulai menggarap, kami hanya 

mengobrol dan sepakat lalu langsung mulai bekerja. 

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? 

Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah 

pihak? 

Jawab :  

Kalau panen, biasanya hasilnya dibagi dua, tapi kadang kalau hasilnya 

sedikit, kami berat karena ongkos kerja juga kami yang menanggung. 

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan 

pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana 

cara penyelesaiannya? 

Jawab : 

Pernah sekali terjadi, masalahnya karena tidak sepaham masalah bagi 

hasilny. Kalau ada masalah begitu, biasanya kami bicara baik-baik sampai 

masalah bisa selesai. 
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4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau 

bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika 

ya, seberapa besar manfaatnya? 

Jawab : 

Dulu pernah dapat pelatihan sama bantuan bibit yang sangat bermanfaat 

dan membantu, tetapi sekarang sudah tidak ada. 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur 

dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad muzara’ah, 

atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? 

Mengapa? 

Jawab : 

Kalau menurut saya, memang lebih bagusnya kalau ada surat perjanjian 

biar semuanya jelas aturannya bagaimana, mau pemilik lahan bagaimana, 

apalagi ini berdasarkan cara Islam. 

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam 

pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara 

Bapak/Ibu mengatasinya? 

Jawab : 

Kadang kami susah soal biaya pupuk dan racun hama untuk lahannya, cara 

mengatasinya yaitu kami hanya bilang saja ke pemilik lahan sesuai dengan 

keadaan lahannya. 

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan 

bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik? 

Jawab : 

Harapan kami, yaitu semoga kerja sama ini bisa lebih jelas aturannya dan 

tidak ada konflik-konflik lagi selanjutnya, kemudian bisa menerapkan cara 

Islam tadi. 

 

 

 Narasumber 
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HASIL WAWANCARA 

Petani Penggarap 

A. Data Pribadi 

Nama : Supriadi 

Alamat : Dusun Lopi 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 11.00/Rabu, 25 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Rumah 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan 

pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya 

lisan? 

Jawab : 

Selama ini cuma pakai kata-kata lisan saja, belum pernah ditulis itu 

perjanjiannya, yang penting sama-sama sepakat. 

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? 

Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah 

pihak? 

Jawab : 

Kalau hasil panen biasanya dibagi dua, kalau adilnya saya rasa tergantung 

dari hasil panen juga, tapi kita tetap terima saja. 

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan 

pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana 

cara penyelesaiannya? 

Jawab : 

Pernah saya cekcok soal harga gabah waktu panen karena harga yang 

murah dan saya merasa tidak cocok dengan yang saya dapatkan, biasanya 

kami selesaikan dengan musyawarah. 

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau 

bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika 

ya, seberapa besar manfaatnya? 
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Jawab : 

Dulu pernah dapat bantuan pupuk, tapi hanya satu kali. 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur 

dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad muzara’ah, 

atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? 

Mengapa? 

Jawab : 

Lebih bagus memang kalau pakai aturan tertulis, biar jelas hak dan 

kewajiban juga. 

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam 

pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara 

Bapak/Ibu mengatasinya? 

Jawab : 

Kadang hasil panen jelek, pemilik lahan juga tidak mau tahu soal biaya. 

Cara mengatasinya itu jika memang kami tidak ada biaya kami biasa 

meminjam kemudian dibayar ketika selesai panen. 

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan 

bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik? 

Jawab : 

Saya mau itu kedepannya tidak banyak masalah dan hasilnya adil juga 

dapat bantuan dari pemerintah lagi. 

 

 

 

        Narasumber   
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HASIL WAWANCARA 

Pemilik Lahan 

A. Data Pribadi 

Nama : Sakka 

Alamat : Dusun Lopi 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 08.00/Rabu, 25 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Rumah 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? 

Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian 

lisan saja? 

Jawab : 

Kalau saya itu cuma lisan saja, yang penting bisa dipercaya, apalagi saya 

juga sudah tua. 

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah 

besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen? 

Jawab : 

Biasanya hasil panen dibagi dua, tapi kalau hasilnya jelek biasanya ada 

kesalahpahaman dengan penggarap. 

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan 

pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya 

masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu 

menyikapinya? 

Jawab : 

Pernah berselisish paham soal siapa yang menanggung biaya pengeluaran 

seperti pupuk karena kebetulan kali itu pupuk sangat mahal, biasanya kami 

musyawarah jika masih bisa diperbaiki kami perbaiki. 

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau 

program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak 

atau manfaat yang dirasakan? 
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Jawab : 

Kalau pelatihan itu pernah satu kali saya ikut, tapi kalau bantuan urusan 

kerja sama itu belum. 

5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik 

diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti 

sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad 

muzara’ah? 

Jawab : 

Menurut saya, bagus juga kalau pakai aturan tertulis saja mulai sekarang 

apalagi kalau itu model syariah. 

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama 

dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, 

pembagian, komunikasi, atau hal lain? 

Jawab : 

Yang sering bikin masalah itu soal hasil panen, terus siapa yang tanggung 

pupuk. 

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini 

agar lebih adil dan berjalan lancar? 

Jawab : 

Saya berharap itu kedepannya ada aturan yang jelas soal kerja sama ini 

agar adil dan tidak ada yang merasa rugi. 

 

 

 

        Narasumber   
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HASIL WAWANCARA 

Pemilik Lahan 

A. Data Pribadi 

Nama : Agus Salim 

Alamat : Dusun Banyira 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 14.00/Rabu, 25 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Rumah 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? 

Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian 

lisan saja? 

Jawab : 

Kalau di sini biasanya cukup dengan omongan saja. 

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah 

besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen? 

Jawab : 

Bagi hasilnya itu biasanya dibicarakan diawal, tapi jika hasil panennya 

jelek tetapi penggarap maunya tetap disitulah biasa berbeda pendapat. 

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan 

pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya 

masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu 

menyikapinya? 

Jawab : 

Sering ada kesalah pahaman soal pembagian hasil atau biaya pupuk. Kalau 

ada seperti itu biasanya kami bermusyawarah sampai ada jalan tengah. 

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau 

program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak 

atau manfaat yang dirasakan? 

Jawab : 

Pernah ada pelatihan tapi hanya sekali. 
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5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik 

diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti 

sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad 

muzara’ah? 

Jawab : 

Saya pikir bagusnya kalau diatur jelas apalagi secara Islam. 

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama 

dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, 

pembagian, komunikasi, atau hal lain? 

Jawab : 

Biasanya yang bikin susah itu kalau hasil panen yang kurang, dimana 

penggarap juga maunya dapat penghasilan yang sama sementara hasilnya 

kurang. 

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini 

agar lebih adil dan berjalan lancar? 

Jawab : 

Kedepan itu kerja sama yang lebih rapi, tidak ada konflik dan ada aturan 

yang jelas dari awal. 

 

 

 

        Narasumber   
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HASIL WAWANCARA 

Pemilik Lahan 

A. Data Pribadi 

Nama : Andi Rosmiati 

Alamat : Dusun Bongki 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 10.30/Senin, 30 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Kantor Desa Baru 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? 

Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian 

lisan saja? 

Jawab : 

Biasanya itu kami cuma berbicara saja, belum pernah di tulis. 

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah 

besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen? 

Jawab : 

Kalau awalnya dibicarakan dulu, biasanya di bagi dua, tapi kadang kalau 

hasilnya jelek, disitu kadang susah dicocokkan. 

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan 

pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya 

masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu 

menyikapinya? 

Jawab : 

Pernah beberapa kali, biasanya soal hasil panen, kadang kami merasa 

kurang adil pas di bagi. 

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau 

program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak 

atau manfaat yang dirasakan? 

Jawab : 
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Dulu pernah diadakan sekali dapat bantuan bibit yang sangat bermanfaat 

sebenarnya. 

5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik 

diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti 

sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad 

muzara’ah? 

Jawab : 

Kalau saya pribadi lebih baik kalau sekarang dibuat aturan yang jelas 

seperti tertulis, supaya tidak ada kesalah pahamaan juga. 

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama 

dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, 

pembagian, komunikasi, atau hal lain? 

Jawab : 

Kendalanya itu biasanya soal hasil panen, kalau hasil panennya jelek, tapi 

penggarap tetap minta bagian seperti biasa kami juga merasa tidak adil 

dengan hasil seperti itu. Kadang juga soal komunikasi, dimana kadang 

susah diajak bermusyawarah kalau sudah beda pendapat. 

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini 

agar lebih adil dan berjalan lancar? 

Jawab : 

Harapannya kedepan agar kerja sama bisa lebih jelas, terus ada 

pendampingan dari Desa agar hubungan tetap baik dan hasil panen yang 

lancar. 

 

 

        Narasumber   
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HASIL WAWANCARA 

Kepala Desa  

A. Data Pribadi 

Nama : Muhlis, S.Pd., M.M. 

Alamat : Dusun Banyira 

Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 10.00/Senin, 30 Juni 2025 

Tempat Wawancara  : Kantor Desa Baru 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai bentuk kerja sama yang selama ini 

terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru? Apakah 

kerja sama tersebut sudah berjalan secara adil dan berkelanjutan? 

Jawab : 

Kalau menurut saya selaku Kepala Desa, kerja sama yang selama ini 

berjalan di Desa Baru itu masih bersifat turun-temurun dan lebih banyak 

berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan petani penggarap. 

Secara umum hubungan mereka berjalan baik, tapi memang belum bisa 

dikatakan sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena masih sering ada 

ketimpangan dalam pembagian hasil maupun tanggung jawab di lapangan. 

Harapan kami ke depan, kerja sama ini bisa lebih tertata, ada kesepakatan 

yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 

2. Apakah selama ini pemerintah desa memfasilitasi atau terlibat dalam 

pembuatan kesepakatan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik 

lahan? Jika ya, dalam bentuk apa? 

Jawab : 

Selama ini pemerintah desa memang belum terlalu banyak terlibat secara 

langsung dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Biasanya kesepakatan 

dibuat antara kedua belah pihak secara lisan. Tapi kalau ada permasalahan 

atau sengketa, baru pemerintah desa ikut turun tangan untuk memediasi. 

Ke depan, kami sangat terbuka kalau memang dibutuhkan pendampingan 
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dari desa dalam membuat kesepakatan kerja sama yang tertulis atau 

disepakati bersama. 

3. Menurut Bapak, bagaimana sistem pembagian hasil panen yang saat ini 

berlaku? Apakah sering menimbulkan keluhan dari salah satu pihak? 

Jawab : 

Sistem pembagian hasil di sini masih mengikuti kebiasaan lama, biasanya 

50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan awal. Tapi memang tidak bisa 

dipungkiri, terkadang ada keluhan dari salah satu pihak, khususnya kalau 

hasil panen menurun atau ada kerugian yang tidak diantisipasi. Karena 

tidak ada kesepakatan tertulis, seringkali masalah itu jadi sensitif. Itulah 

kenapa menurut saya, ke depan perlu ada kesepakatan yang lebih jelas dan 

adil. 

4. Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait kerja sama lahan di 

desa ini? Jika pernah, bagaimana biasanya cara penyelesaian dan peran 

pemerintah desa dalam hal ini? 

Jawab : 

Pernah, memang ada beberapa kasus perselisihan, biasanya soal 

pembagian hasil atau soal batas waktu penggarapan lahan. Kalau sudah 

begitu, pemerintah desa biasanya memanggil kedua belah pihak untuk 

dimediasi di kantor desa. Kami coba cari jalan tengah supaya tidak ada 

yang merasa dirugikan. Dan Alhamdulillah selama ini bisa diselesaikan 

secara kekeluargaan. 

5. Apakah desa pernah menawarkan program atau pelatihan kepada petani 

penggarap terkait peningkatan keterampilan bertani atau pemahaman 

tentang kerja sama yang adil? 

Jawab : 

Kalau untuk pelatihan keterampilan bertani, pernah beberapa kali bekerja 

sama dengan dinas terkait. Tapi khusus tentang pemahaman kerja sama 

yang adil antara petani penggarap dan pemilik lahan, memang belum 

pernah secara khusus kami adakan. Tapi kalau memang dibutuhkan dan 
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ada programnya, pemerintah desa sangat terbuka dan siap memfasilitasi ke 

depannya. 

6. Menurut Bapak, skema kerja sama seperti apa yang ideal diterapkan di 

Desa Baru agar hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan bisa 

lebih adil dan saling menguntungkan? 

Jawab : 

Menurut saya, skema kerja sama yang ideal itu yang sejak awal ada 

kesepakatan tertulis yang jelas, mulai dari pembagian hasil, pembagian 

biaya produksi, sampai jangka waktu kerja sama. Selain itu, kalau bisa, 

ada pendampingan dari desa atau pihak ketiga supaya kedua belah pihak 

sama-sama paham hak dan kewajibannya. Dengan begitu, kerja sama bisa 

berjalan lebih adil, saling percaya, dan berkelanjutan. 

7. Apakah pemerintah desa terbuka jika ke depannya diterapkan skema kerja 

sama berbasis akad syariah seperti akad muzara’ah? Bagaimana 

kemungkinan penerimaan masyarakat desa terhadap hal itu? 

Jawab : 

Insya Allah, pemerintah desa sangat terbuka jika ada skema kerja sama 

berbasis syariah seperti akad muzara’ah. Apalagi kalau itu bisa 

memberikan manfaat dan keadilan bagi petani penggarap dan pemilik 

lahan. Soal penerimaan masyarakat, saya kira bisa diterima dengan baik, 

asalkan ada sosialisasi dan pendampingan dulu, karena masyarakat di sini 

umumnya masih memegang adat lama. Tapi kalau dijelaskan manfaatnya 

dan sesuai syariat, saya yakin masyarakat bisa menerimanya. 

 

 

 

       Narasumber 
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Lampiran 5  

SK DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 6 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 7 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 8 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku petani penggarap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Rusli selaku petani penggarap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku petani penggarap 
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Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Sakka selaku pemilik lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Agus Salim  selaku pemilik lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Andi Rosmiati selaku pemilik lahan 
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Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Muhlis, S.Pd.,M.M selaku kepala  

Desa Baru   



97 

 

 
 

Lampiran 9 
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Lampiran 10 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

Nama    : Nur Hasanah Syahr 

NIM    : 210303017 

Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai/07 September 2003 

Alamat    : Dusun Lopi Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah 

Riwayat Pendidikan  :  

1. PAUD/TK   : R.A Perwanida Lopi, Tamat Tahun 2009 

2. SD/MI   : SD Negeri No. 176 Bulu, Tamat Tahun 2015 

3. SLTP/MTs  : MTs. Hidayatullah Lopi, Tamat Tahun 2018 

4. SMU/MA   : SMK Negeri 1 Sinjai, Tamat Tahun 2021 

Handphone   : 087844336584 

Email    : nrhasanahsyahr79@gmail.com 

Nama Orang Tua  : Syamsuddin (Ayah) 

      Herawati, S.Pd.I.,Gr (Ibu) 
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